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ABSTRAK 
 

Damayanti, Elvira 2024. Tinjauan Mas}lah}ah terhadap Pemberlakuan Sertifikat 

ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sebagai Persyaratan 

Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Hj. Isnatin 

Ulfah, M.H.I. 

 

Kata Kunci: Mas}lah}ah, Sertifikat ELSIMIL, Pencegahan Stunting  

 

Mas}lah}ah merupakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dan 

menghindari dari kemud}aratan. Pemberlakuan sertifikat ELSIMIL (hasil skrining 

kesehatan) sebagai syarat pernikahan di KUA perlu ditelaah dengan mas}lah}ah 

untuk mengetahui sisi kemaslahatannya, karena dalam Islam tidak ada aturan yang 

mengatur mengenai persoalan tersebut. Namun, dalam ketentuan yang berlaku 

saat ini, syarat pendaftaran nikah di KUA calon pengantin diharuskan untuk 

memiliki sertifikat ELSIMIL sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan 

Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Hal ini sebagai upaya pencegahan stunting sejak 

dini yang dilakukan oleh calon pengantin. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan 

mas}lah}ah terhadap dasar hukum, alasan, dan tujuan pemberlakuan sertifikat 

ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan? 

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan normatif yang disebabkan untuk mengetahui ada tidaknya 

kemaslahatan dari masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk memperoleh data 

yang valid. Teknik analisis data dengan metode deduktif karena pembahasannya 

dari ketentuan umum dan dikemukakan menjadi kenyataan yang khusus. 

Hasil penelitian ini, (1) Dasar hukum pemberlakuan sertifikat ELSIMIL 

sebagai syarat pernikahan di KUA sesuai dengan mas}lah}ah mursalah karena tidak 

ada dalil yang mengakuinya. Kemaslahatan ini bagian dari mas}lah}ah al-h}a>jiyah 

karena implementasi dari tugas dan fungsi KUA. Sertifikat ELSIMIL digunakan 

untuk pendaftaran nikah di KUA termasuk mas}lah}ah al-kha>s}s}ah, dan 

pelaksanaannya berdasarkan kebutuhan di masing-masing daerah bagian dari 

mas}lah}ah al-mutaghay>irah. Adapun alasan pemberlakuan ini karena KUA sebagai 

lembaga pencatatan perkawinan, tingginya prevalensi stunting di Indonesia, dan 

rendahnya kesadaran calon pengantin terhadap kesehatan sebelum menikah, hal ini 

termasuk mas}lah}ah al-h}a>jiyah karena kemaslahatan ini memberikan kemudahan 

dan menolak kesulitan. (2) Tujuan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL di KUA 

sesuai dengan tujuan shara’, yaitu h}ifz} al-nafs dan h}ifz} al-nasl. Adapun upaya 

pencegahan stunting melalui Sertifikat ELSIMIL ini bagian dari mas}lah}ah al-
h}a>jiyah karena pentingnya mempersiapkan kesehatan kehamilan bagi calon 

pengantin untuk mitigasi risiko melahirkan bayi stunting. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pernikahan merupakan sunnatulla>h yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Allah 

Swt telah menetapkan pernikahan sebagai sarana untuk melestarikan 

keturunan. Syariat Islam menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah 

menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia dengan terjalinnya 

hubungan yang mulia antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga anak, 

menekan hak dan kewajiban keduanya, serta menumbuhkan rasa ketenangan 

dan ketertiban dalam masyarakat.1 

Pernikahan ditujukan untuk selama hidup dalam menata keluarga 

sebagai subjek guna membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. 

Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan dan penanaman nilai-

nilai kebaikan dalam menentukan kesejahteraan lahir batin menuju 

kebahagian dunia dan akhirat. Keluarga juga sebagai media yang sangat baik 

untuk memperoleh keturunan yang sah, karena keluarga terbentuk dari ikatan 

pernikahan yang dilakukan suami dan isteri berdasarkan ketentuan hukum 

yang berlaku melalui pencatatan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah.2 

 
1 Hikmatullah, Fiqh Muna>kah}a>t: Pernikahan dalam Islam (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 

2021), 21. 
2 Kosim, Fiqh Muna>kah}a>t I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya 

dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 15. 
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Setiap pasangan suami isteri tentunya ingin memiliki keturunan yang 

sehat untuk keberlangsungan hidup mereka, karena keberadaan anak dalam 

keluarga dianggap sebagai anugerah dalam meningkatkan ketaqwaan kepada 

Allah Swt. Pemikiran ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang 

menekankan pentingnya pernikahan, keluarga saki>nah, dan pembentukan 

keturunan sebagai bagian dari tugas khali>fah atau pemimpin di bumi untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.3 Sebagaimana firman 

Allah Swt dalam surah Al-Furqa>n ayat 74: 

Artinya: Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah 

kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai 

penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi 

orang-orang yang bertaqwa. (QS. Al-Furqa>n: 74)5 
 

Pada ayat tersebut mencerminkan doa dari orang-orang yang 

menginginkan keberkahan dalam hubungan pernikahan dan mendambakan 

keturunan sebagai penyenang hati bagi kehidupannya. Untuk itu, agar 

tercapainya tujuan dari pernikahan yakni saki>nah mawaddah wa rahmah, 

ketetapan dalam memilih pasangan hidup tentunya sangat perlu diperhatikan. 

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan adalah 

mengetahui lebih awal mengenai riwayat kesehatan dan kepribadiannya. 

 
3 Samsul Nizar Al-Rosyidin, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis 

dan Praktis (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 19. 
4 Al-Qur’an, 25: 74. 
5 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah Indonesia (Kudus: 

Menara Kudus, 2006), 366. 
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Mengetahui kesehatan calon pasangan juga dikaitkan dengan 

mas}lah}ah yang berarti prinsip kemaslahatan dipergunakan dalam menetapkan 

suatu hukum. Para ahli us}u>l fiqh mendefinisikan bahwa mas}lah}ah ialah 

menetapkan hukum suatu masalah yang dianggap baik oleh akal, namun tidak 

ada ketentuan dalam Al-Qur’an, hadis, maupun ijma>’ yang menunjukkan 

untuk menerima atau menolaknya. Hal ini akan memberikan dampak dalam 

kehidupan masyarakat yang didasarkan pada kemaslahatan seluruhnya atau 

yang tidak dijelaskan atau ditiadakan oleh syariat.6 

Relevansi mas}lah}ah dengan pembaharuan hukum Islam terletak pada 

sifat mas}lah}ah yaitu sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan 

menghindarkan kemud}aratan, serta menjawab persoalan-persoalan baru yang 

perlu mendapatkan ketetapan hukum karena tidak adanya nas}s} yang 

menjelaskan tentang hukum persoalan tersebut. Kemudian mas}lah}ah juga 

dapat menjawab tuntutan perubahan hukum terhadap persoalan lama yang 

sudah ada ketentuan hukumnya yang disebabkan karena adanya perubahan 

kondisi dan situasi di masyarakat. 

Dalam us}u>l fiqh, mas}lah}ah dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan 

kebutuhannya, yaitu al-d}aru>riyah (primer), al-h}a>jiyah (sekunder), dan al-

tah{si>niyah (tersier). Mas}lah}ah berdasarkan pengakuan dari shara’, yaitu 

mas}lah}ah al-mu’tabarah (diakui shara’), mas}lah}ah al-mulgha>h (ditolak 

shara’), dan mas}lah}ah mursalah (tidak diakui dan tidak ditolak shara’ juga 

tidak bertentangan dengan nas}s}). Mas}lah}ah berdasarkan kepentingannya, 

 
6 Amir Syarifuddin, Us}u>l Fiqh, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 

345. 
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yaitu mas}lah}ah al-‘a>mmah (umum) dan mas}lah}ah al-kha>s}s}ah (khusus). Dan 

mas}lah}ah berdasarkan perubahannya, yaitu mas}lah}ah thabitah (tetap) dan 

mas}lah}ah mutaghay>irah (berubah).7 

Prinsip dasar hukum Islam yang terkandung dalam maqa>s}id al-

shari>’ah ada lima yang merupakan bagian dari kebutuhan al-d}aru>riyah, 

sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan dalam 

merealisasikan kebaikan atau manfaat yang ditujukan untuk kehidupan 

manusia. Hal ini selaras dengan tujuan al-d}aru>riyah al-khamsah untuk 

melindungi keberadaan agama dan manusia, serta norma-norma yang harus 

ditaati untuk kemaslahatan masyarakat. Menurut Al-Sha>t}ibi> lima prinsip 

dasar tersebut yaitu memelihara agama (h}ifz} al-di>n), memelihara jiwa (h}ifz} 

al-nafs), memelihara keturunan (h}ifz} al-nasl), memelihara harta (h}ifz} al-ma>l), 

dan memelihara akal (h}ifz} al-‘aql).8 

Pernikahan merupakan implementasi dari al-kulliyat al-khamsah yang 

dengan menikah kebutuhan seks dapat dipenuhi secara sah. Salah satu yang 

perlu diperhatikan sebelum menikah adalah kesiapan kesehatan baik lahir 

maupun batin dari calon pengantin. Hal ini menjadi pijakan awal dalam 

membangun rumah tangga untuk melestarikan keturunan yang sehat. Salah 

satu ciri bahwa keturunan tidak sehat adalah stunting, yaitu gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang ditandai dengan kondisi 

 
7 Busyro, Pengantar Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2020), 120. 
8 Abdul Helim, Maqa>s}id Al-Shari>’ah versus Us}u>l Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam 

Metodologi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 24. 
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panjang atau tinggi badan berada di bawah standar pertumbuhan yang 

seharusnya.9 

Melansir databoks.katadata.co.id, berdasarkan hasil Survei Status Gizi 

Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 prevalensi 

stunting di Indonesia sebesar 21,6%. Provinsi Jawa Timur menduduki urutan 

ke-25 dengan prevalensi stunting sebesar 19,2%. Data tersebut menunjukkan 

bahwa prevalensi stunting khususnya di Provinsi Jawa Timur masih di atas 

batas ketentuan negara yang menargetkan prevalensi stunting sebesar 14% di 

tahun 2024. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa diperlukannya upaya 

pencegahan stunting yang lebih optimal guna percepatan penurunan stunting 

nasional. Hal ini bertujuan agar anak di Indonesia memiliki kesehatan jasmani 

dan rohani yang baik di masa mendatang.10 

Salah satu wilayah dengan prevalensi stunting yang masih di atas 

batas ketentuan negara adalah Kabupaten Magetan sebesar 14,9%.11 Pada 

tingkat di bawahnya, Kecamatan Lembeyan termasuk wilayah yang memiliki 

prevalensi stunting cukup tinggi. KUA Kecamatan Lembeyan menjadi 

penggerak aktif dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di 

 
9 Prasanti Adriani dkk, Stunting pada Anak (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 

2022), 27. 
10 Cindy Mutia Annur, “Daftar Prevalensi Balita Stunting di Indonesia pada 2022, 

Provinsi Mana Teratas?”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-

balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas, (diakses pada tanggal 10 November 

2023). 
11 Cindy Mutia Annur, “Ini Rincian Angka Balita Stunting di Wilayah Jawa Timur pada 

2022, Kabupaten Jember Terbesar”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/ini-

rincian-angka-balita-stunting-di-wilayah-jawa-timur-pada-2022-kabupaten-jember-

terbesar#:~:text=Pada%202021%2C%20tercatat%20prevalensi%20balita,atas%20rata%2Drata%2

0angka%20provinsi, (diakses pada tanggal 13 Maret 2023). 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/ini-rincian-angka-balita-stunting-di-wilayah-jawa-timur-pada-2022-kabupaten-jember-terbesar#:~:text=Pada%202021%2C%20tercatat%20prevalensi%20balita,atas%20rata%2Drata%20angka%20provinsi
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/ini-rincian-angka-balita-stunting-di-wilayah-jawa-timur-pada-2022-kabupaten-jember-terbesar#:~:text=Pada%202021%2C%20tercatat%20prevalensi%20balita,atas%20rata%2Drata%20angka%20provinsi
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/ini-rincian-angka-balita-stunting-di-wilayah-jawa-timur-pada-2022-kabupaten-jember-terbesar#:~:text=Pada%202021%2C%20tercatat%20prevalensi%20balita,atas%20rata%2Drata%20angka%20provinsi
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/ini-rincian-angka-balita-stunting-di-wilayah-jawa-timur-pada-2022-kabupaten-jember-terbesar#:~:text=Pada%202021%2C%20tercatat%20prevalensi%20balita,atas%20rata%2Drata%20angka%20provinsi
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Kabupaten Magetan dengan meraih penghargaan sebagai penyuluh agama 

terbaik dalam upaya pencegahan stunting di Tingkat Provinsi Jawa Timur. 

Sejalan dengan masalah percepatan penurunan stunting, salah satu 

yang menjadi sasaran dalam implementasinya adalah calon pengantin 

(Perpres Pasal 3b No. 72 Thn. 2021).12 Hal ini dikarenakan pasangan calon 

suami atau isteri dalam usia yang efektif guna memperoleh keturunan yang 

sehat, sehingga proses pertumbuhan dan perkembangannya dapat berjalan 

dengan baik dan terhindar dari risiko stunting. Adapun upaya yang dapat 

dilakukan oleh calon pengantin dalam mempersiapkan kesehatan sebelum 

menikah diantaranya mengatur pola makanan yang bergizi, menjaga 

kesehatan reproduksi, dan memiliki lingkungan yang sehat sehingga kondisi 

tubuhnya memenuhi standar kesehatan yang baik.13 

Namun fakta yang terjadi di lapangan, kesadaran calon pengantin akan 

pentingnya mempersiapkan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan 

sangat kurang diperhatikan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nur Zekiyah 

Pegawai Administrasi KUA Kecamatan Lembeyan yang menyatakan: 

Kesalahan yang sering dilakukan oleh calon pengantin adalah 

melakukan diet ketat karena menginginkan fisik yang ideal ketika 

pelaksanaan pernikahan, dan tidak memikirkan kebutuhan nutrisi 

tubuh untuk mempersiapkan kesehatan reproduksi dalam melakukan 

hubungan seks dan program kehamilan setelah menikah. Tentunya 

akan mengakibatkan calon pengantin mengalami kekurangan gizi dan 

nutrisi, sehingga dapat meningkatkan risiko melahirkan bayi 

stunting.14 

 

 
12 Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan 

Stunting. 
13 Prasanti Adriani dkk, Stunting pada Anak, 15. 
14 Nur Zekiyah, Hasil Wawancara, Magetan, 16 November 2023. 
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Permasalahan stunting erat kaitannya dengan kelangsungan tumbuh 

kembang pada anak, sedangkan mempersiapkan kesehatan bagi calon 

pengantin merupakan bentuk pemeliharaan jiwa yang harus dilakukan sejak 

dini. Keduanya memiliki keterkaitan dan termasuk dalam al-d}aru>riyah al-

khamsah yaitu memelihara jiwa (h}ifz} al-nafs) dan memelihara keturunan (h}ifz} 

al-nasl). Kita sebagai orang Islam berkewajiban untuk memeliharanya dengan 

sebaik mungkin agar tercapainya tujuan shara’ untuk kemaslahatan manusia. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Penurunan Stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan program aplikasi ELSIMIL 

sebagai upaya pencegahan stunting nasional. Dalam pelaksanaannya, 

BKKBN menjalin perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding 

(MoU) dengan Kementerian Agama di Tingkat Provinsi Jawa Timur yang 

ditindaklanjuti oleh pemerintah di tingkat kabupaten/kota. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Yuli Setiyono Penghulu KUA Kecamatan 

Lembeyan yang menyatakan: 

Dalam pertemuan itu, Kementerian Agama Kabupaten Magetan 

menghimbau kepada seluruh Kepala KUA untuk melakukan 

pemberlakuan sertifikat ELSIMIL yang diterbitkan dari Aplikasi 

ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA. Sertifikat 

ELSIMIL merupakan hasil skrining kesehatan calon pengantin dalam 

mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan, 

apakah berisiko stunting atau tidak. Hal ini sebagai bentuk 

implementasi dari pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BKKBN 

dan Kementerian Agama dalam upaya percepatan penurunan stunting 

di Provinsi Jawa Timur. Pemberlakuan ini secara serentak dilakukan 

mulai pertengahan tahun 2023 di seluruh KUA Kabupaten Magetan.15 

 
15 Yuli Setiyono, Hasil Wawancara, Magetan, 16 November 2023. 
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Dalam pelaksanaan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran 

nikah di KUA Kecamatan Lembeyan menjadi kebijakan baru yang harus 

ditaati oleh calon pengantin. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya 

pencegahan (preventif) stunting agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan di 

kemudian hari terutama untuk kelangsungan hidup calon keturunannya. 

Berdasarkan persoalan tersebut, konsep mas}lah}ah dapat dipertimbangkan 

untuk mengevaluasi apakah pemberlakuan sertifikat ELSIMIL di KUA sesuai 

dengan tujuan shara’ atau tidak, karena hukum dari persoalan tersebut tidak 

secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadis, namun dianggap 

bahwa tindakannya baik oleh akal dan dapat memberikan kemanfaatan bagi 

kehidupan manusia. 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Mas}lah}ah 

terhadap Pemberlakuan Sertifikat ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan 

Hamil) sebagai Persyaratan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan mas}lah}ah terhadap dasar hukum dan alasan 

pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan? 
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2. Bagaimana tinjauan mas}lah}ah terhadap tujuan pemberlakuan sertifikat 

ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan mas}lah}ah terhadap dasar hukum dan 

alasan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di 

KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. 

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan mas}lah}ah terhadap tujuan pemberlakuan 

sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang fiqh 

muna>kah}a>t tentang kemaslahatan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL 

sebagai salah satu syarat pernikahan di KUA untuk strategi percepatan 

penurunan stunting di Indonesia. 

b. Memberikan kontribusi positif terhadap literatur pada permasalahan 

Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan di 

tempat lainnya, serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pihak-pihak 

yang akan melakukan penelitian selanjutnya.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengetahuan atau 

bahan kajian oleh pemerintah khususnya KUA dan Balai Penyuluhan 

KB untuk penyempurnaan hukum dalam melakukan pemberlakuan 

sertifikat ELSIMIL bagi calon pengantin sebelum menikah, terutama di 

bidang perkawinan dan kesehatan. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan 

pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat pemberlakuan 

sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA dari sudut 

pandang mas}lah}ah, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi dalam 

mengikuti program yang dicanangkan oleh pemerintah. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin 

pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak terjadi 

pengulangan materi secara mutlak. Berikut beberapa karya-karya ilmiah yang 

relevan dengan topik permasalahan penelitian, diantaranya: 

Pertama, skripsi Heru Sasongko yang berjudul “Tinjauan Mas}lah}ah 

terhadap Surat Keterangan Sehat sebagai Syarat Pernikahan di KUA 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Rumusan masalah bagaimana 

tinjauan mas}lah}ah terhadap dasar hukum dan tujuan adanya surat keterangan 
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sehat sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Balong. Hasil penelitian 

ini adalah dasar hukum surat keterangan sehat sebagai syarat pernikahan di 

KUA Kecamatan Balong sesuai dengan kaidah mas}lah}ah al-mulgha>h yang 

tidak memiliki sandaran dalam syariat, dan tujuannya untuk membangun 

keluarga sehat dengan mengetahui kesehatan calon pengantin dan anak yang 

akan dilahirkan.16 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada penelitian 

terdahulu membahas surat keterangan sehat sebagai syarat pernikahan di 

KUA, sedangkan penelitian ini membahas sertifikat ELSIMIL sebagai hasil 

skrining kesehatan dari aplikasi ELSIMIL berdasarkan surat keterangan sehat. 

Kedua, skripsi Muhammad Mufid Jauhari yang berjudul “Urgensi 

Skrining Kesehatan sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan Perspektif Maqa>s}id 

Al-Shari>’ah Imam Al-Sha>t}ibi> (Studi di KUA Kecamatan Blimbing Kota 

Malang)”. Rumusan masalah bagaimana implementasi skrining kesehatan 

dalam upaya pencegahan stunting pada anak sebagai syarat pernikahan di 

KUA Kecamatan Blimbing dan bagaimana tinjauan maqa>s}id al-shari>’ah 

mengenai hal tersebut. Hasil penelitian ini adalah implementasi skrining 

kesehatan sebagai kelengkapan administrasi dengan memverifikasi kartu 

calon pengantin sehat di KUA Kecamatan Blimbing, dan pelaksanaannya 

 
16 Heru Sasongko, "Tinjauan Mas}lah}ah terhadap Surat Keterangan Sehat sebagai Syarat 

Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo," Skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 82. 
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diperbolehkan karena telah memenuhi kelima aspek maqa>s}id al-shari>’ah yang 

dikemukakan oleh Imam Al-Sha>t}ibi>.17 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada penelitian 

terdahulu membahas skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan di KUA 

dengan tinjauan maqa>s}id al-shari>’ah Imam Al-Sha>t}ibi, sedangkan penelitian 

ini membahas sertifikat ELSIMIL sebagai hasil skrining kesehatan dengan 

teori mas}lah}ah. 

Ketiga, skripsi Zidan Fadla Alfitra yang berjudul “Tinjauan Maqa>s}id 

Al-Shari>’ah terhadap Program ELSIMIL (Elektonik Siap Nikah dan Hamil) 

bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Way Jepara 

Kabupaten Lampung Timur)”. Rumusan masalah bagaimana penerapan 

program ELSIMIL bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Way 

Jepara dan bagaimana tinjauan maqa>s}id al-shari>’ah mengenai hal tersebut. 

Hasil penelitian ini adalah penerapan program ELSIMIL dilakukan dengan 

cara memberikan edukasi dan tata cara penggunaan aplikasi ELSIMIL, dan 

pandangan maqa>s}id al-shari>’ah mengenai hal tersebut adalah banyak 

mendatangkan manfaat bagi penggunanya, seperti mencegah terjadinya 

kelahiran bayi stunting.18 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada penelitian 

terdahulu membahas program ELSIMIL dengan tinjauan maqa>s}id al-shari>’ah, 

 
17 Muhammad Mufid Jauhari, "Urgensi Skrining Kesehatan sebagai Salah Satu Syarat 

Pernikahan Perspektif Maqa>s}id Al-Shari>’ah  Ima>m Al-Sha>t}ibi> (Studi Di KUA Kecamatan 

Blimbing)," Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), 71. 
18 Zidan Fadla Alfitra, "Tinjauan Maqa>s}id Al-Shari>’ah terhadap Program ELSIMIL 

(Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) bagi Calon Pasangan Pengantin (Studi di KUA Way 

Jepara Kabupaten Lampung Timur)," Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2023), 69. 
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sedangkan penelitian ini membahas sertifikat ELSIMIL sebagai syarat 

pernikahan di KUA dengan teori mas}lah}ah. 

Keempat, jurnal Basith Hilmi Nasution dan Zulkarnain yang berjudul 

“Implementasi Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) 

sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqa>s}id Al-Shari>’ah (Studi 

Kasus di KUA Kecamatan Medan Tembung)”. Rumusan masalah bagaimana 

implementasi aplikasi ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA 

Kecamatan Medan Tembung dan bagaimana tinjauan maqa>s}id al-shari>’ah 

mengenai hal tersebut. Hasil penelitian ini adalah implementasi aplikasi 

ELSIMIL belum terlaksana secara keseluruhan karena masih banyak diantara 

calon pengantin yang belum mengetahui tentang keberadaan aplikasi 

ELSIMIL sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan 

Medan Tembung. Namun, adanya aplikasi ELSIMIL dipandang tidak 

bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan dapat melindungi maqa>s}id 

al-shari>’ah.19 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada penelitian 

terdahulu membahas implementasi aplikasi ELSIMIL sebagai syarat 

pernikahan di KUA dengan perspektif maqa>s}id al-shari>’ah, sedangkan 

penelitian ini membahas pemberlakuan sertifikat ELSIMIL dengan teori 

mas}lah}ah. 

 
19 Basith Hilmi Nasution dan Zulkarnain, “Implementasi Aplikasi ELSIMIL (Elektronik 

Siap Nikah, Siap Hamil) sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqa>s}id Al-Shari>’ah (Studi 

Kasus di KUA Kecamatan Medan Tembung),” Journal of Social Community, Vol. 8 No. 1 (2023), 

881. 
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Kelima, jurnal Zulham Wahyudani yang berjudul “Sertifikat Vaksin 

COVID-19 sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah dalam Perspektif 

Maqa>s}id Al-Shari>’ah. Rumusan masalah bagaimana implementasi sertifikat 

COVID-19 sebagai syarat pernikahan di KUA dan bagaimana tinjauan 

maqa>s}id al-shari>’ah mengenai hal tersebut. Hasil penelitian ini adalah 

implementasi sertifikat COVID-19 sebagai hasil kesehatan calon pengantin 

dari penyebaran virus COVID-19 digunakan agar calon pengantin yang akan 

melangsungkan pernikahan di masa pandemi dapat dipastikan negatif, dan 

pandangan maqa>s}id al-shari>’ah mengenai hal tersebut adalah bisa dijadikan 

alasan untuk menunda pernikahan selama masa pandemi.20 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada penelitian 

terdahulu membahas implementasi sertifikat COVID-19 sebagai syarat 

pernikahan di KUA pada masa pandemi dengan perspektif maqa>s}id al-

shari>’ah, sedangkan penelitian ini membahas pemberlakuan sertifikat 

ELSIMIL dalam upaya pencegahan stunting sejak dini dengan teori 

mas}lah}ah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara 

langsung di lapangan atau pada responden untuk meneliti objek secara 

 
20 Zulham Wahyudani, “Sertifikat Vaksin COVID-19 sebagai Syarat Permohonan 

Kehendak Nikah dalam Perspektif Maqa>s}id Al-Shari>’ah,” Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 

Islam, Vol. 9 No. 2 (2021), 329. 
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menyeluruh.21 Peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk 

memperoleh data-data penelitian yang valid di KUA Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif. Menurut Khairudin Nasution, pendekatan normatif adalah studi 

Islam yang menggunakan pendekatan legal formal atau normatif. Legal 

formal berupa hal-hal yang terkait dengan boleh-tidak, benar-salah, halal-

haram, berpahala-berdosa, dan lain sebagainya, sedangkan normatif berupa 

semua ajaran yang terkandung dalam nas}s}.22 

Dalam hal ini peneliti mengkaji data tentang dasar hukum, alasan, 

dan tujuan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di 

KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dengan teori mas}lah}ah, 

apakah membawa kemaslahatan atau tidak. Jika benar mengandung 

kemaslahatan, maka diharuskan seluruh KUA di Indonesia untuk 

menerapkannya. Namun, jika tidak mengandung kemaslahatan maka perlu 

dilakukan pemberhentian program tersebut. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan 

instrumen yang paling penting sekaligus sebagai pengumpul data. 

Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena kehadiran peneliti berperan 

sebagai pengamat penuh yang artinya peneliti berada di dekat tempat 

 
21 Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15. 
22 Khoirudin Nasution, Pengantar Studi Islam (Yogyakarta: Ademia dan Tazzafa 

Menden, 2007), 153. 
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kejadian, melihat, mengamati, mencatat, namun tidak terlibat dalam 

kejadian yang sedang diamati.23 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena prevalensi 

stunting di Kecamatan Lembeyan cukup tinggi dan diperlukannya 

penanganan yang lebih maksimal. Selain itu, KUA Kecamatan Lembeyan 

juga menjadi penggerak aktif dalam pelaksanaan program percepatan 

penurunan stunting di Kabupaten Magetan dengan meraih penghargaan 

sebagai penyuluh agama terbaik dalam upaya pencegahan stunting di 

Tingkat Provinsi Jawa Timur. Adapun usaha yang dilakukan KUA 

Kecamatan Lembeyan adalah melakukan pemberlakuan sertifikat 

ELSIMIL bagi calon pengantin sebagai syarat pernikahan di KUA. Hal ini 

bentuk implementasi dari tugas dan fungsi KUA Kecamatan Lembeyan 

sebagai pelayanan masyarakat di bidang perkawinan. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Menurut Suharsimi Arikunto, data adalah segala fakta dan 

angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.24 

Jenis data terbagi menjadi dua, yaitu: 

1) Data Umum 

a) Profil KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan 

 
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), 193. 
24 Ibid., 100. 
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b) Profil Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan 

c) Proses sertifikasi ELSIMIL 

2) Data Khusus 

a) Data tentang dasar hukum dan alasan pemberlakuan sertifikat 

ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan 

b) Data tentang tujuan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai 

syarat pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Menurut Bungin, sumber data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber data pertama yang diberikan 

kepada pengumpul data atau peneliti.25 Sumber data primer ini 

diperoleh peneliti dari penghulu dan pegawai administrasi KUA 

Kecamatan Lembeyan, serta pegawai Balai Penyuluhan KB 

Kecamatan Lembeyan. 

2) Sumber Data Sekunder 

Menurut Bungin, sumber data sekunder adalah data yang 

diperoleh secara tidak langsung dari sumber data kedua melalui 

 
25 Muhammad Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan 

Publik dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 122. 
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media perantara.26 Sumber data sekunder ini diperoleh peneliti dari 

buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 

oleh peneliti adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan langsung peneliti dengan 

informan dalam waktu tertentu untuk mendapatkan informasi terkait 

penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.27 Pada Penelitian ini, 

peneliti mewawancarai penghulu dan pegawai administrasi KUA 

Kecamatan Lembeyan, serta koordinator dan pegawai Balai 

Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan. 

Informan pertama, penghulu dan pegawai administrasi KUA 

Kecamatan Lembeyan. Dalam hal ini KUA Kecamatan Lembeyan 

sebagai pelaksana dalam melakukan pemberlakuan sertifikat 

ELSIMIL sebagai syarat pernikahan yang harus dilengkapi oleh calon 

pengantin. 

Informan kedua, koordinator dan pegawai Balai Penyuluhan 

KB Kecamatan Lembeyan. Dalam hal ini Balai Penyuluhan KB 

Kecamatan Lembeyan sebagai pelaksana advokasi guna memberikan 

bimbingan dan edukasi pencegahan stunting bagi calon pengantin 

dalam mempersiapkan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan. 

 
26 Ibid. 
27 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2015), 162. 
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Oleh karena itu, Balai Penyuluhan KB akan mengarahkan kepada 

calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih 

dahulu di fasilitas kesehatan, puskesmas, atau rumah sakit sebelum 

melakukan pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama. 

b. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan 

secara sistematis terhadap keadaan di lapangan secara langsung.28 

Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan observasi atau 

pengamatan pada implementasi pemberlakuan sertifikat ELSIMIL 

sebagai syarat pernikahan yang harus dilengkapi oleh calon pengantin 

ketika melakukan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Lembeyan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

diperoleh melalui sejumlah dokumen tertulis berupa arsip, catatan 

harian, autobiografi, dan sebagainya serta dokumen terekam berupa 

foto, kaset rekaman, film, dan sebagainya.29 Dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa dokumen tentang profil KUA dan Balai 

Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan, serta proses sertifikasi 

ELSIMIL. 

 

 

 
28 Ibid., 143. 
29 Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian, 85. 
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6. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif. 

Metode deduktif merupakan pembahasan yang diawali dengan 

mengemukakan dalil-dalil, teori-teori, atau ketentuan yang bersifat umum 

kemudian menyajikan fakta-fakta yang bersifat khusus.30 Dalam penelitian 

ini peneliti memaparkan dahulu konsep umum sertifikasi ELSIMIL, 

konsep umum mas}lah}ah, data-data tentang dasar hukum, alasan, dan 

tujuan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di 

KUA Kecamatan Lembeyan, kemudian peneliti menganalisis data-data 

tersebut dengan teori mas}lah}ah. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji keabsahan data pada penelitian ini dengan metode triangulasi. 

Dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Maka sebenarnya 

peneliti telah melakukan pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas 

data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data dalam waktu yang berbeda.31 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi untuk 

pengecekan keabsahan data. Pertama, triangulasi sumber untuk menguji 

kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

 
30 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik (Bandung: 

Tarsito, 1990), 139. 
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2017), 241. 
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diperoleh melalui beberapa sumber.32 Dalam hal ini data yang diperoleh 

dari wawancara pihak pertama akan dibandingkan dengan wawancara 

pihak kedua dan lainnya. Dan kedua, triangulasi teknik untuk menguji 

kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.33 Dalam hal ini data hasil 

wawancara akan dicek dengan hasil observasi dan juga dokumentasi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penulisan skripsi 

ini, peneliti menyajikan dalam bentuk beberapa bab. Masing-masing bab 

tersebut akan berkaitan erat, dari bab satu sampai dengan bab lima. 

Sistematika pembahasan tersebut adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini peneliti membahas tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. Latar belakang adalah kesenjangan 

antara teori dan data. Rumusan masalah adalah suatu 

pertanyaan yang didukung oleh fakta-fakta spesifik yang 

disajikan pada latar belakang. Tujuan penelitian adalah 

untuk mengkorelasikan dengan rumusan masalah. Manfaat 

penelitian adalah turunan dari tujuan penelitian. Telaah 

 
32 Ibid., 274. 
33 Ibid. 
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pustaka adalah dokumentasi penelitian-penelitian terdahulu 

yang relevan dengan topik dan permasalahan peneliti. 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

melakukan penelitiannya. Sistematika pembahasan adalah 

alur pembahasan yang sistematis sehingga dapat diketahui 

logika susunan dan konsistensi antara satu bagian dengan 

bagian lainnya. 

BAB II : KONSEP MAS}LAH}AH DALAM ISLAM 

  Pada bab ini peneliti menguraikan teori-teori yang 

relevan dengan permasalahan yang akan dikaji sebagai dasar 

dalam memberikan jawaban terhadap rumusan masalahnya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori mas}lah}ah 

yang meliputi pengertian mas}lah}ah, dasar hukum mas}lah}ah, 

macam-macam mas}lah}ah, dan pandangan para ulama 

terhadap keh}ujjahan mas}lah}ah. 

BAB III : PELAKSANAAN SERTIFIKAT ELSIMIL DI 

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN 

MAGETAN 

  Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang 

diperoleh di lapangan. Data yang dikumpulkan ada dua yaitu 

data umum meliputi profil KUA dan profil Balai Penyuluhan 

Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Lembeyan, serta 

proses sertifikasi ELSIMIL. Adapun data khusus meliputi 
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dasar hukum, alasan, dan tujuan pemberlakuan sertifikat 

ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan. 

BAB IV : ANALISIS MAS}LAH}AH TERHADAP 

PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT ELSIMIL DI KUA 

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN 

MAGETAN 

  Pada bab ini peneliti melakukan pembacaan terhadap 

data-data tentang dasar hukum, alasan, dan tujuan 

pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan 

di KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dengan 

menggunakan teori mas}lah}ah. 

BAB V : PENUTUP 

  Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan adalah bukan ringkasan dari penelitian yang 

dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah 

yang telah diteliti. Saran adalah pendapat, usulan, maupun 

harapan yang dikemukakan oleh seseorang untuk 

mempertimbangkan suatu hal. 
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BAB II 

KONSEP MAS}LAH}AH DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian Mas}lah}ah 

Mas}lah}ah     ) ) berasal dari kata s}alah}a       ) ) dengan 

penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari 

kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mas}dar dengan arti kata s}a>lah}a (    (  

yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. Adapun pengertian 

mas}lah}ah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong 

kepada kebaikan manusia”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu 

yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menarik atau menghasilkan 

keuntungan atau menolak atau menghindarkan kerugian. Jadi, setiap yang 

mengandung manfaat disebut mas}lah}ah.1 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa 

mas}lah}ah merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna, 

sedangkan kata “kemaslahatan” berati kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, 

kepentingan. Sementara kata “manfaat” juga diartikan sebagai lawan kata 

“mud}arat” yang berarti rugi atau buruk.2  

 
1 Amir Syarifuddin, Us}u>l Fiqh, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 

345. 
2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1996), 634. 
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Mas}lah}ah mengandung dua sisi, yaitu pertama mendatangkan 

kemanfaatan dan kebaikan bagi manusia disebut  (membawa 

manfaat), baik yang langsung dirasakan oleh yang melakukan atau 

setelahnya, seperti orang yang sedang sakit kemudian meminum pil kina yang 

pahit. Dan kedua menghindarkan manusia dari kerusakan dan keburukan 

disebut  (menolak kerusakan), baik yang langsung dirasakan setelah 

melakukan perbuatan terlarang atau di kemudian harinya, seperti meminum 

minuman manis yang berlebihan bagi yang berpenyakit gula.3 

Dalam mena’rifkan mas}lah}ah secara definitif terdapat perbedaan di 

kalangan ulama us}u>l fiqh, yaitu: 

1. Al-Ghaza>li> menjelaskan bahwa:  

Artinya: Menurut asalnya mas}lah}ah adalah sesuatu yang mendatangkan 

manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mud}arat (kerusakan).4 

 

Namun hakikat dari mas}lah}ah adalah: 

Artinya: Memelihara tujuan shara’ dalam menetapkan hukum.5 

 
3 Amir Syarifuddin, Us}u>l Fiqh, Jilid 2, 222. 
4 Abu> H}a>mid Muhammad bin Muhammad Al-Ghaza>li>, Al-Mustas}fa> min ‘Ilmi Al-Us}u>l 

(Beiru>t: Da>r Al Kutub Al ‘Ilmiyah, 1980), 286. 
5 Ibid., 251. 
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Adapun tujuan shara’ dalam hukum Islam terdapat lima dasar yang 

meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka setiap 

sesuatu yang mengandung memelihara lima dasar ini disebut mas}lah}ah, 

sedangkan setiap sesuatu yang menghilangkan lima dasar tersebut 

termasuk mafsadah dan menolaknya disebut mas}lah}ah. 

2. Al-Sha>t}ibi> 

a. Dari segi terjadinya mas}lah}ah dalam kenyataan, maksudnya: 

Artinya: Sesuatu yang menjadikan tegak dan sempurnanya kehidupan 

manusia, dan tercapainya apa yang dikehendaki oleh sifat 

shahwat dan aqlinya secara mutlak. 

 

b. Dari segi tergantungnya shara’ kepada mas}lah}ah, yaitu kemaslahatan 

yang merupakan tujuan dari penetapan hukum shara’, untuk 

menghasilkannya Allah Swt menuntut manusia untuk berbuat.6 

3. Al-T}}u>fi> mendefinisikan mas}lah}ah adalah: 

Artinya: Ungkapan tentang sebab yang membawa kepada tujuan shara’ 
dalam ibadah dan adat.7 

 
6 Abu> Isha>q Al-Sha>t}ibi>, Al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>li Al-Shari>’ah (Beiru>t-Lebanon: Da>r Al-

Ma’rifah, tt), 8. 
7 Najmuddin Al-Tu>fi>, Kitab Al-Ta’yi>n fi> Sharh Al-Arba’i>n (Beiru>t: Muassasah Al-

Rayyan, 1998), 239. 
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Mas}lah}ah diartikan sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai 

kepada tujuan shara’, baik perbuatan atas kehendak shara’ (ibadah) dan 

perbuatan atas kemanfaatan bagi kehidupan manusia (adat istiadat). Al-

T}}u>fi menganggap penggunaan mas}lah}ah ini hanya berkaitan pada 

masalah-masalah mu’a>malah bukan pada ibadah, kecuali ada petunjuk 

shara’ yang mendasarinya. 

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang mas}lah}ah, 

namun pada hakikatnya tetap satu, yaitu setiap manfaat di dalamnya terdapat 

tujuan shara’ secara umum dan tidak terdapat dalil yang secara khusus 

menerima atau menolaknya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mas}lah}ah 

adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada seluruh makhluk di bumi 

sebagai upaya menjaga tujuan shara’ untuk memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta dalam menetapkan hukum Islam. 

B. Dasar Hukum Mas}lah}ah 

Tujuan shara’ dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk 

kemaslahatan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini 

terkandung dalam Al-Qur’an dan hadis, sebagaimana firman Allah Swt dalam 

Al-Qur’an surah Al-Anbiya>’ ayat 107: 

8

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad Saw), kecuali 

sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiya>’: 107)9 

 
8 Al-Qur’an, 21: 107. 
9 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah Indonesia (Kudus: 

Menara Kudus, 2006), 331. 
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Ahmad Mus}t}afa Al-Mara>ghi>> menafsirkan kata "rahmatan" pada ayat 

di atas adalah tujuan diutusnya Rasulullah Saw dengan syariat yang 

dibawanya merupakan bentuk petunjuk bagi umat manusia untuk 

menciptakan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Hanya saja orang Kafir tidak 

berkeinginan untuk berpaling dari tabiat buruknya, sehingga ia tidak dapat 

merasakan kebahagian dunia maupun akhirat.10 Dalam hal ini dapat dipahami 

bahwa “rahmat bagi seluruh alam” pada ayat di atas diartikan sebagai 

kemaslahatan umat manusia. 

Para ulama sepakat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang 

ditetapkan Allah Swt. Namun mereka berbeda pendapat dalam menempatkan 

kemaslahatan sebagai tujuan penetapan hukum shara’, diantaranya “Apakah 

karena untuk mewujudkan kemaslahatan itu Allah Swt menetapkan hukum? 

Atau dengan kata lain, “Apakah kemaslahatan itu yang mendorong Allah Swt 

untuk menetapkan hukum, atau ada sebab lainnya?” Dalam hal ini ada dua 

pendapat11, yaitu: 

1. Ulama golongan Ash’ariyah berpegang prinsip pada perbuatan Allah Swt 

yang tidak terikat kepada apa dan siapa pun, hal ini bukan untuk 

kemaslahatan umat itu Allah Swt menetapkan hukum. Menurut mereka, 

Allah Swt berbuat sesuai dengan keinginan-Nya. 

 

 

 

 
10 Ahmad Mus}t}afa Al-Mara>ghi>, Tafsi>r Al-Mara>ghi>, Jilid 17 (Semarang: Toha Putra, 

1993), 131. 
11 Amir Syarifuddin, Us}u>l Fiqh, Jilid 2, 220. 



29 
 

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surah Hu>d ayat 107: 

12

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa saja yang 

Dia Kehendaki. (QS. Hu>d: 107)13 

 

2. Ulama golongan Al-Mu’tazilah berpegang prinsip pada keadilan dan kasih 

sayang Allah Swt kepada hamba-Nya. Menurut mereka untuk 

kemaslahatan umat itulah Allah Swt menetapkan hukum. 

Perbedaan pendapat di atas dalam hal tujuan penetapan shara’ tersebut 

hanya terlihat secara lafz}i dan tidak mengakibatkan perbedaan secara praktis, 

karena semua pihak sepakat bahwa semua hukum yang ditetapkan Allah Swt 

hanya memiliki tujuan bagi kemaslahatan umat-Nya.14 

Dalam h}adi>th Nabi Muhammad Saw: 

Artinya: Janganlah memberikan bahaya pada diri sendiri dan jangan pula 

membahayakan orang lain” (Riwayat Ibn Ma>jah).15 

 

Hadis di atas menjelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan 

membahayakan diri sendiri atau orang lain baik dengan sengaja maupun tidak 

 
12 Al-Qur’an, 11: 107. 
13 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah Indonesia, 233. 
14 Amir Syarifuddin, Us}u>l Fiqh, Jilid 2, 220. 
15 Ima>m Muhyiddin Al-Nawawi> dkk, Al-Durrah Al-Salafiyyah Sharh} Al-Arba’i>n Al-

Nawawiyah, terj. Salafuddin Abu Sayyid (Solo: Pustaka Arafah, 2011), 345. (Hadis h}asan yang 

diriwayatkan oleh Ibn Ma>jah dan Da>ruqut}ni> lainnya secara bersanad. Diriwayatkan juga oleh 

Ma>lik dalam kitab Al-Muwat}t}a’ secara mursal dari Amru bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi 

s}allalla>hu 'alaihi wasallam. Dengan demikian, dia menggugurkan Abu Sa’id. Namun, dia 

mempunyai berbagai jalur periwayatan lain yang saling menguatkan). 
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sengaja. Hal ini berlaku tidak hanya dengan sesama manusia saja, melainkan 

juga dengan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, hewan, dan alam. 

C. Macam-Macam Mas}lah}ah 

Konsep mas}lah}ah dalam Islam dapat dikategorikan menurut sudut 

pandang yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut: 

1. Mas}lah}ah dari segi kekuatannya 

a. Mas}lah}ah Al-D}aru>riyah 

Mas}lah}ah yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan harus 

diwujudkan demi tegaknya kehidupan di dunia maupun akhirat. 

Apabila ia tidak terwujud maka kehidupan tidak akan berjalan dengan 

baik. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada 

keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau mas}lah}ah dalam 

tingkat al-d}aru>riyah, karena itu Allah Swt memerintahkan manusia 

untuk melakukan usaha dalam pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. 

Sebaliknya pengabaian terhadap mas}lah}ah al-d}aru>riyah dapat 

berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan, 

dan turunnya azab di akhirat. Kemaslahatan yang merupakan tujuan 

shara' dalam menetapkan hukum-hukumya terdiri dari lima prinsip 

dasar16, yaitu: 

1) H}ifz} Al-Di>n (Memelihara Agama) 

Agama harus dimiliki oleh manusia sebagai pemenuhan 

hasrat jiwa dan pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan di 

 
16 Amir Syarifuddin, Us}u>l Fiqh, Jilid 2, 349. 
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dunia. Agama Islam merupakan rahmat Allah SWT dengan semua 

ketentuan yang telah ditetapkan-Nya, hal ini menjadikan manusia 

sebagai orang yang menjalankan kehendak syariat. Agama harus 

dipelihara dari segala sesuatu yang mengganggunya, baik intern 

agama itu sendiri maupun ekstern yang dapat menghancurkannya. 

Contoh dari memelihara agama adalah melaksanakan shalat lima 

waktu, karena shalat merupakan kewajiban setiap muslim dalam 

menegakkan agamanya.17 

2) H}ifz} Al-Nafs (Memelihara Jiwa) 

Islam mewajibkan setiap orang menjaga jiwanya dari 

bahaya baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dan 

dikenakan hukuman qis}as} (setimpal), diyat (denda), dan kafa>rat 

(tebusan) bagi orang yang menganiaya jiwa. Hal ini merupakan 

upaya untuk memelihara jiwa guna berlangsungnya kehidupan 

manusia. Martabat manusia terletak pada budaya saling melindungi 

jiwa agar terwujudnya kedamaian di masyarakat. Contoh dari 

memelihara jiwa adalah makan, minum, pakaian, dan tempat 

tinggal untuk mempertahankan hidup.18 

3) H}ifz} Al-‘Aql (Memelihara Akal) 

Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk 

lainnya, pertama Allah SWT menciptakan manusia dengan bentuk 

sebaik-baiknya, dan kedua berupa akal. Akal merupakan anggota 

 
17 Abdul Helim, Maqa>s}id Al-Shari>’ah versus Us}u>l Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam 

Metodologi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 25. 
18 Ibid., 26. 



32 
 

tubuh yang berfungsi sebagai sarana untuk berfikir dalam 

membedakan antara yang h}aq dan batil. Dengan akal yang sehat, 

manusia dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam di 

sekitarnya untuk kemakmuran hidup. Contoh dari pemeliharaan 

akal adalah kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim, karena 

ilmu merupakan cahaya kehidupan.19 

4) H}ifz} Al-Nasl (Memelihara Keturunan) 

Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. 

Keturunan merupakan kehormatan bagi semua orang, sehingga 

pentingnya naluri manusia untuk berketurunan guna menjamin 

kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Oleh karena 

itu, Islam sangat memperhatikan asal-usul anak dari pernikahan 

yang sah demi terpeliharanya nasab yang jelas. Contoh dari 

memelihara keturunan adalah menghalalkan hubungan seksual 

antara laki-laki dan perempuan diawali dengan akad nikah yang 

diakui sah oleh agama dan negara.20 

5) H}ifz} Al-Ma>l (Memelihara Harta) 

Pada hakikatnya harta dan segala apapun yang ada di bumi 

ini hanya milik Allah SWT, sementara harta yang ada di tangan 

manusia hanya berupa titipan yang nantinya akan 

dipertanggungjawabkan. Islam mensyariatkan penggunaan harta 

dalam kegiatan mu’a>malah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, 

 
19 Ramli, Us}u>l Fiqh (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 248. 
20 Abdul Helim, Maqa>s}id al-Shari>’ah versus Us}u>l Fiqh, 27. 
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serta melarang riba, menipu, dan mencuri. Hal ini bertujuan agar 

harta dapat digunakan sesuai dengan ketentuan syariat. Contoh dari 

pemeliharaan harta adalah setiap orang harus bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya.21 

b. Mas}lah}ah Al-H}a>jiyah 

Mas}lah}ah yang keberadaannya dibutuhkan dalam kehidupan 

manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat kebutuhan al-d}aru>riyah. 

Mas}lah}ah al-h}a>jiyah juga tidak secara langsung menyebabkan 

rusaknya lima unsur pokok tersebut, hanya saja akan mengakibatkan 

kesempitan dan kesukaran baginya. Seandainya kebutuhan ini tidak 

terpenuhi maka tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu 

sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan 

dalam kehidupan manusia.22 

Kemaslahatan ini dibutuhkan dalam melengkapi kebutuhan al-

d}aru>riyah, seperti menuntut ilmu untuk menegakkan agama, makan 

untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kecerdasan akal, 

menikah untuk mendapatkan keturunan yang sah, dan jual beli untuk 

memperoleh harta. 

c. Mas}lah}ah Al-Tah{si>niyah 

Mas}lah}ah yang keberadaannya dibutuhkan dalam kehidupan 

manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat kebutuhan al-d}aru>riyah 

juga kebutuhan al-h}a>jiyah, namun keberadaannya dibutuhkan untuk 

 
21 Ramli, Us}u>l Fiqh, 251. 
22 Amir Syarifuddin, Us}u>l Fiqh}, Jilid 2, 349.  
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memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. 

Mas}lah}ah al-tah{si>niyah juga berkaitan dengan lima unsur pokok 

tersebut, apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan 

kesukaran dan kesempitan baginya, sebab ia hanya sebagai pelengkap 

atau hiasan di kehidupannya.23 

Kemaslahatan ini dibutuhkan dalam melengkapi kebutuhan al-

d}aru>riyah dan al-h}a>jiyah, seperti memakai wangi-wangian ketika pergi 

sholat berjamaah di masjid, makan dengan menu yang lezat dan 

mahal, belajar di ruangan yang bagus disertai fasilitas yang lengkap 

dan modern, menikah dengan orang yang keturunannya terpandang, 

serta memiliki perhiasan mahal dan mobil mewah.24 

2. Mas}lah}ah dari segi keberadaannya 

a. Mas}lah}ah Al-Mu’tabarah 

Mas}lah}ah yang pada dasarnya secara tegas diakui oleh syariat 

dan juga ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk 

merealisasikannya. Kemaslahatan ini diakui keberadaannya oleh Al-

Qur’an guna memelihara dan mewujudkan kemaslahatan kehidupan 

manusia, seperti Islam menetapkan hukuman qis}a>s} terhadap 

pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, hukuman potong tangan 

bagi pelaku pencuri, serta melarang melakukan qadhaf dan zina untuk 

memelihara kehormatan manusia.25 

 
23 Ibid., 350. 
24 Busyro, Pengantar Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2020), 125. 
25 Satria Effendi M. Zein, Us}u>l Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), 136. 
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b. Mas}lah}ah Al-Mulgha>h 

Mas}lah}ah yang dianggap baik oleh akal, akan tetapi pada 

hakikatnya bertentangan dengan dalil Al-Qur’an dan hadis. Misalnya 

kemaslahatan pada masa sekarang, adanya kesetaraan gender antara 

laki-laki dan perempuan, dimana perempuan sekarang memiliki 

kesempatan yang sama dalam segala bidang dengan laki-laki, seperti 

pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan 

ukuran yang sama rata, akan tetapi secara syariat ini bertentangan 

dengan ketentuan Allah Swt, sebagaimana firman-Nya dalam surah 

Al-Nisa>’ ayat 11 bahwa bagian anak lak-laki dua kali lipat dari bagian 

anak perempuan. Adanya pertentangan ini menunjukkan bahwa apa 

yang dianggap mas}lah}ah bagi akal manusia bukan mas}lah}ah di sisi 

Allah Swt.26 

c. Mas}lah}ah Mursalah 

Mas}lah}ah yang keberadaannya diantara mas}lah}ah al-

mu’tabarah dan mas}lah}ah al-mulgha>h, artinya tidak ada dalil Al-

Qur’an dan hadis yang membenarkannya dan tidak ada pula yang 

mengabaikan keberadaannya. Kemaslahatan ini terjadi apabila tidak 

ada ketentuan shara' yang mengaturnya dan tidak ada 'illat yang 

muncul dari shara' untuk menentukan kejelasan hukum peristiwa 

tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan 

 
26 Ibid. 
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shara’ yakni pemeliharaan manfaat dan penolakan terhadap kerusakan 

maka disebut dengan mas}lah}ah mursalah.27 

Mas}lah}ah seperti ini terdapat dalam kegiatan mu’a>malah 

seperti adanya peraturan rambu lalu lintas. Peraturan ini tidak diatur 

dalam Al-Qur’an dan hadis, namun peraturan ini sesuai dengan tujuan 

syariat yaitu untuk memelihara jiwa dan harta.28 

3. Mas}lah}ah dari segi kandungannya 

a. Mas}lah}ah al-‘A>mmah 

Mas}lah}ah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. 

Kemaslahatan ini bersifat umum bukan berarti merujuk pada 

kepentingan semua orang, akan tetapi bisa berbentuk kepentingan 

sebagian mayoritas umat. Misalnya, para ulama’ membolehkan 

membunuh bagi penyebar bid’ah yang dapat merusak aqidah umat 

muslim, karena menyangkut kepentingan orang banyak.29 

b. Mas}lah}ah al-Kha>s}s}ah 

Mas}lah}ah yang berkaitan dengan kepentingan orang-orang 

tertentu dan bersifat khusus, seperti kemaslahatan terhadap perceraian 

dikarenakan keberadaan suami yang tidak jelas atau hilang (mafqud). 

Apabila kedua kepentingan ini bertentangan, maka Islam 

memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.30 

 
27 Rachmat Syafe’i, Ilmu Us}u>l Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 92. 
28 Satria Effendi M. Zein, Us}u>l Fiqh, 137. 
29 Nasrun Haroen, Us}u>l Fiqh, Jilid 1 (Jakarta: Logos, 1996), 116. 
30 Ibid., 116. 
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4. Mas}lah}ah dari segi perubahannya, Muhammad Mus}t}afa> Thalabi 

mengklasifikasi menjadi dua, yaitu: 

a. Mas}lah}ah Thabitah 

Mas}lah}ah yang bersifat tetap dan tidak ada kemungkinan untuk 

berubah hingga akhir zaman. Misalnya kewajiban yang ada dalam 

praktik ibadah mah}d}ah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. 

b. Mas}lah}ah Mutaghay>irah 

Mas}lah}ah yang bersifat bisa berubah-ubah sesuai dengan 

perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan ini 

berkaitan dengan masalah mu’āmalah dan tradisi. Misalnya masalah 

makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah 

lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Muhammad Mus}t}afa> 

Thalabi> dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana 

yang bisa berubah dan tidak.31 

D. Pandangan Para Ulama terhadap Keh}ujjahan Mas}lah}ah 

Dari berbagai bentuk mas}lah}ah yang telah dibahas sebelumnya, yaitu 

mas}lah}ah al-mu’tabarah, mas}lah}ah al-mulgha>h, dan mas}lah}ah mursalah. Para 

ulama sepakat untuk menggunakan mas}lah}ah al-mu’tabarah, karena adanya 

petunjuk shara’ (pengamalan qiya>s) yang mengakuinya baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Sebaliknya dengan mas}lah}ah al-mulgha>h, ulama 

sepakat untuk tidak menggunakannya dalam berijtihad, meskipun terdapat 

 
31 Misbahuddin, Us}u>l Fiqh 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 181. 
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mas}lah}ah yang menurut akal sejalan dengan tujuan shara’ tetapi bertentangan 

dengan dalil yang ada.32 

Adapun penggunaan mas}lah}ah mursalah, terdapat perbedaan pendapat 

di kalangan ulama karena tidak adanya dalil khusus yang membenarkan atau 

menolaknya. Para ulama sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat 

yang tegas pada penetapan mas}lah}ah mursalah, karena dikhawatirkan 

pembentukan hukumnya atas dasar hawa nafsu dan keinginan individu.33  

Ulama Ma>liki> dan Hanbali> termasuk golongan yang menerima 

mas}lah}ah sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum baru tanpa 

memasukkan qiya>s. Imam Ma>liki> menyatakan bahwa ada tiga syarat yang 

harus dipenuhi untuk membentuk hukum mas}lah}ah, yaitu: 

1. Masalah-masalah harus di bidang mu’a>malah bukan pada bidang ibadah. 

2. Kemaslahatan harus sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan 

sumber hukumnya. 

3. Kepentingan tersebut harus berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan 

hal-hal yang berkedudukan sebagai penyempurna (kemewahan).34 

Hal ini juga sepadan dengan yang dikemukakan oleh Al-Sha>t}ibi. 

Beliau merupakan ahli us}u>l fiqh dan ahli Bahasa Arab yang bermadhab 

Ma>liki> yang dikenal sebagai pembaharu hukum Islam mengenai maqa>s}id al-

shari>’ah. Al-Sha>t}ibi berpandangan bahwa tujuan utama Allah Swt 

menetapkan hukum-hukum-Nya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia 

 
32 Amir Syarifuddin, Us}u>l Fiqh, Jilid 2, 357. 
33 Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah dalam 

Penentuan Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1 (2018), 70. 
34 Zainal Aris Masruchi, “Hukum Islam: Mas}lah}ah Mursalah Berdasarkan Perspektif 

Empat Madhab dan Ahli Us}u>l Fiqh,” Journal of Islamic Studies, Vol. 3 No. 1 (2023), 107. 
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baik di dunia maupun di akhirat. Adapun syarat-syarat mas}lah}ah yang harus 

dipenuhi, yaitu:35 

1. Mas}lah}ah yang mengandung prinsip-prinsip sejalan dengan tindakan 

shara’ dan tidak bertentangan dengan nas}s}. 

2. Kemaslahatan yang berkaitan di bidang mu’a>malah bukan di bidang 

ibadah, karena masalah-masalahnya dapat dipertimbangkan dan dijangkau 

oleh akal secara rasional. 

3. Penggunaan mas}lah}ah mencakup al-d}aru>riyah, al-h}a>jiyah, dan al-

tah{si>niyah guna menumbuhkan kemanfaatan dan menghilangkan 

kerusakan di dalam kehidupan manusia. 

Sementara menurut Al-T}u>fi> yang merupakan ulama us}u>l fiqh dari 

madhab Hanbali> yang juga dikenal dengan konsep mas}lah}ah-nya, beliau juga 

mengemukakan empat prinsip dalam pembentukan mas}lah}ah, yaitu:36 

1. Akal bebas dalam menentukan mas}lah}ah atau mafsadah. 

2. Mas}lah}ah berupa dalil mandiri dalam menetapkan hukum tanpa dalil 

pendukung (nas}s}). 

3. Mas}lah}ah hanya berlaku dalam mu’a>malah dan adat (kebiasaan). 

4. Mas}lah}ah merupakan dalil shara’ paling kuat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, pendapat Al-Sha>t}ibi dengan Al-T}u>fi 

terhadap kedudukan nas}s} saling bertentangan, sehingga berimplikasi pada 

perbedaan epistemologis (dasar dan batas pengetahuan). Menurut Al-Sha>t}ibi 

mas}lah}ah itu bersifat universal yang merupakan perpaduan wahyu dan akal 

 
35 Abu> Isha>q Al-Sha>t}ibi, Al-I’tis}a>m (Riya>d}: Maktabah Riya>d Al-H}adi>thah, tt), 339. 
36 Najmuddin Al-Tu>fi>, Kitab Al-Ta’yi>n fi> Sharh Al-Arba’i>n, 234. 
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melalui penerapan logika induktif terhadap dalil-dalil shara’ dalam 

memahami teori mas}lah}ah. Apabila terjadi pertentangan antara wahyu dan 

akal, maka yang didahulukan adalah wahyu dan tidak dibenarkan akal 

melakukan penalaran terkecuali sesuai dengan wahyu.37 

Adapun pemikiran Al-T}u>fi terhadap keh}ujjahan mas}lah}ah ini dikenal 

oleh sebagian peneliti hukum Islam sebagai pemikiran yang bias, karena 

menurutnya apabila ada pertentangan antara nas}s} yang qat}’i dengan 

kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal, maka mas}lah}ah harus 

didahulukan dan menangguhkan nas}s karena syariat diturunkan untuk 

mewujudkan kemaslahatan manusia. Mas}lah}ah ini dipandang bersifat radikal 

dan liberal sehingga dapat menimbulkan kekacauan bagi yang 

menerapkannya.38 

Ulama Sha>fi’i> dan H}anafi> terkait mas}lah}ah tidak memasukannya pada 

sumber penetapan hukum Islam, melainkan mas}lah}ah   ini   harus dimasukkan  

di  bawah  qiya>s. Hal ini metode yang digunakan dalam menetapkan hukum 

baru harus disertai dengan syarat yang didukung oleh nas}s}, hadis, atau ijma>’ 

yang menunjukan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu 

merupakan ‘illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum.39 Bagi 

kalangan Sha>fi’i> khususnya Ima>m Al-Ghaza>li> mengatakan bahwa mas}}lah}}ah 

dapat dijadikah h}ujjah tetapi dengan syarat:40 

 
37 Abu> Isha>q Al-Sha>t}ibi>, Al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>li Al-Shari>’ah, 37.  
38 Yu>suf Al-Qarad}a>wi>, Dira>sah fi> Fiqh Maqa>s}id Al-Shari>’ah: Baina Maqa>s}id Al-

Kulliyyah wa Nus}u>s Al-Juz’iyyah (Mesir: Da>r Shuru>q, 2007), 100-111. 
39 Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah dalam 

Penentuan Hukum Islam,” 73. 
40 Al-Ghaza>li>, Al-Mustas}fa> min ‘Ilmi Al-Us}u>l, 282. 
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1. Mas}lah}ah bersifat al-d}aru>riyah, yaitu memelihara salah satu dari al-

d}aru>riyah al-khamsah seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

2. Mas}lah}ah dapat diterima oleh akal sehat. 

3. Mas}lah}ah bersifat umum bukan perorangan. 

4. Mas}lah}ah harus sesuai dengan maksud dan tujuan shara’, serta tidak 

bertentangan dengan dalil yang qat}’i. 

Menurut Al-Ghaza>li penerimaan mas}lah}ah sebagai h}ujjah ini 

dikembalikan pada qiya}s, yaitu mengambil hukum dari rasionalisasi nas}s} dan 

ijma>’. Misalnya, penentuan hukum haram pada setiap makanan atau minuman 

yang memabukkan di-qiya>s-kan pada khamr, karena khamr diharamkan untuk 

memelihara akal. Pengharaman ini sebagai bukti bahwa shara’ sangat 

menjaga kemaslahatan manusia.41  

Dengan demikian, para ulama us}u>l fiqh sepakat bahwa mas}lah}ah tidak 

sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah 

harus diamalkan sebagaimana adanya nas}s} Al-Qur’an dan hadis. Mereka 

berbeda pendapat dalam bidang mu’a>malah, karena bidang mu’a>malah 

terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad yang sangat 

memungkinkan dilakukan modernisasi. 

 
41 Ibid., 478. 
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BAB III 

PELAKSANAAN SERTIFIKAT ELSIMIL DI KECAMATAN LEMBEYAN 

KABUPATEN MAGETAN 

 

A. Profil Kantor Urusan Agama dan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

Kecamatan Lembeyan 

1. Profil KUA Kecamatan Lembeyan 

a. Letak Geografis 

Kecamatan Lembeyan merupakan salah satu dari 18 (delapan 

belas) kecamatan di Kabupaten Magetan, dengan luas wilayah 54.85 

km2 dan ketinggian rata-rata 125m di atas permukaan laut. Posisi 

wilayah Kecamatan Lembeyan berada di ujung timur Kabupaten 

Magetan, dengan batas wilayah sebelah utara Kecamatan Kawedanan 

dan Nguntoronadi, sebelah timur Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun, sebelah selatan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 

dan sebelah barat Kecamatan Parang. Kecamatan Lembeyan terdiri 

dari 1 (satu) kelurahan dan 9 (sembilan) desa, yaitu: Kelurahan 

Lembeyan Kulon, Desa Kediren, Tunggur, Lembeyan Wetan, Dukuh, 

Kedungpanji, Nguri, Pupus, Tapen, dan Krowe.1 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembeyan adalah 

instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di tingkat 

kecamatan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal 

 
1 Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan, 11 Oktober 2021. 
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Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten 

Magetan. KUA Kecamatan Lembeyan terletak di Jalan Raya 

Lembeyan-Parang Kelurahan Lembeyan Kulon, Kecamatan 

Lembeyan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.2 

b. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Lembeyan 

Berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2, KUA 

mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat 

Islam di wilayah kerjanya, dan juga mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan lintas sektoral di wilayah kecamatan.3 Sesuai dengan Pasal 3, 

dalam melaksanaan tugasnya KUA mempunyai fungsi:4 

1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan 

nikah dan rujuk; 

2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; 

3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA 

kecamatan; 

4) Pelayanan bimbingan keluarga saki>nah; 

5) Pelayanan bimbingan kemasjidan; 

6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; 

7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; 

8) Pelayanan bimbingan zaka>t dan wakaf; 

 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA 

kecamatan; dan 

10) Pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler. 

c. Visi dan Misi KUA Kecamatan Lembeyan 

Upaya untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut, KUA 

Kecamatan Lembeyan merumuskan: 

Visi:5 

“Terwujutnya masyarakat Lembeyan yang agamis, berakhlaq mulia, 

maju, damai, dan sejahtera” 

Misi:6 

1) Meningkatkan kualitas SDM dan Aparatur Pegawai KUA 

2) Meningkatkan sarana dan prasarana KUA yang memadai 

3) Meningkatkan kualitas penyuluhan dan bimbingan agama 

4) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk 

d. Program Kerja KUA Kecamatan Lembeyan 

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam visi 

dan misi di atas, KUA Kecamatan Lembeyan memiliki pokok-pokok 

program kerja7, yaitu: 

1) Bagian Tata Usaha, Dokumentasi, dan Statistik 

a) Peningkatan sistem administrasi 

 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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b) Penyajian data dan pelaporan yang efektif dan efisien (tepat, 

mudah, cepat, dan terjangkau) 

c) Penyajian data dalam grafik/balok dan peta secara praktis, 

hemat, dan tidak memakan tempat 

d) Meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga tercipta rasa 

kekeluargaan dan penuh pengertian 

2) Bagian Kepenghuluan 

a) Peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan dan 

pengadaaan blanko NTCR 

b) Pengelolaan biaya NR tepat sasaran sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

c) Peningkatan pelayanan masyarakat di bidang perkawinan dan 

pengawasannya yang berasaskan kesederhanaan, kejelasan, 

keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan merata, 

dan tepat waktu 

3) Bagian MASZAWAIBSOS (Masjid, Zaka>t, Wakaf, dan Ibadah 

Sosial) 

a) Peningkatan motivasi pengadaan perpustakaan masjid dan 

pembinanya 

b) Peningkatan kualitas dan ketrampilan pengurus masjid 

c) Pendataan dan pendaftaran tanah wakaf 

d) Peningkatan pembinaan BAZ, infaq dan s}adakah 

e) Peningkatan pembinaan ibadah sosial 
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4) Bagian Pembinaan Perkawinan 

a) Sosialisasi UU Perkawinan 

b) Pembinaan remaja usia nikah 

c) Pembinaan kesehatan reproduksi remaja 

d) Peningkatan pelayanan konsultasi perkawinan dan keluarga 

bagi pasangan yang mengalami kasus-kasus keluarga 

2. Profil Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan 

a. Letak Geografis 

Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) adalah lembaga 

non struktural yang bertugas sebagai unsur pelaksana urusan 

pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk Perlindungan Anak 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 

Kabupaten Magetan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Balai Penyuluhan KB Kecamatan 

Lembeyan terletak di Jalan Raya Lembeyan-Gorang Gareng 

Kelurahan Lembeyan Kulon, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten 

Magetan, Provinsi Jawa Timur.8 

b. Tugas Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan 

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata 

Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

 
8 Data Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Lembeyan, 6 Februari 2022. 
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Magetan Pasal 4, Balai Penyuluhan KB mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan 

asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian 

penduduk, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan 

keluarga berencana.9 

c. Visi dan Misi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan 

Visi:10 

“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujutkan 

penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas” 

Misi:11 

1) Mengutamakan pembangunan berwawasan kependudukan 

2) Menyelenggarakan KB dan kesehatan reproduksi 

3) Memfasilitasi pembangunan keluarga 

4) Mengembangkan jaringan kemitraan dalam pengelolaan 

kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga 

5) Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara 

konsisten 

 

 

 

 

 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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d. Prevalensi Stunting di Kecamatan Lembeyan Tahun 2020-202212 

Tabel 3 1 

Prevalensi Stunting di Kecamatan Lembeyan Tahun 2020-2022 

Tahun 
Jumlah 

Balita 

Jumlah 

balita 

yang 

ditimbang 

Jumlah 

balita 

yang 

naik 

Jumlah 

Balita 

Stunting 

Jumlah 

Balita 

Gizi 

Buruk 

Jumlah 

Balita 

BGM 

2020 2431 1363 601 156 25 29 

2021 2421 1483 459 242 10 20 

2022 2471 2045 813 185 15 36 

Prosentase 2020-2022 9,04 % Turun 
 

3. Proses Sertifikasi ELSIMIL 

Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) merupakan 

inovasi yang diluncurkan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional) untuk menekan angka stunting di 

Indonesia. BKKBN menjalin perjanjian kerjasama dengan Kementerian 

Agama yang diteruskan kepada KUA untuk melakukan pemberlakuan 

sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah. 

Aplikasi ELSIMIL sebagai alat skrining kesehatan dan 

pendampingan bagi calon pengantin usia produktif kecuali yang usia non 

produktif tidak perlu melakukan skrining kesehatan. Setiap pasangan calon 

pengantin akan mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping 

Keluarga (TPK) yang berada di desa/kelurahan yang sama dengan wilayah 

domisili calon pengantin. Aplikasi ELSIMIL ini bertujuan untuk 

mendeteksi lebih awal terhadap kesehatan calon pengantin untuk mitigasi 

 
12 Ibid. 
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risiko melahirkan bayi stunting dan sebagai media edukasi yang meliputi 

kesiapan pra nikah, kesehatan reproduksi, kesiapan kehamilan, 

kontrasepsi, dan pencegahan kanker. 13 

Calon pengantin yang akan melakukan pendaftaran nikah di KUA, 

terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan kesehatan minimal tiga 

bulan sebelum pelaksanaan pernikahan di fasilitas kesehatan. Tim 

Pendamping Keluarga (TPK) akan mengarahkan calon pengantin untuk 

mengakses aplikasi ELSIMIL dan mengisi kuesioner yang meliputi usia, 

indeks massa tubuh, kadar hemoglobin (HB) darah, ukuran lingkar lengan 

(LiLA), dan perilaku merokok.14 

 

Gambar 3.1 

Kuesioner di Aplikasi ELSIMIL 

 
13 Muhammad Rizal Martua Damanik, Modul Aplikasi ELSIMIL: Bagi Calon Pengantin, 

(Jakarta Timur: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2021), 6. 
14 Ibid., 9. 
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Dengan melakukan pengisian kuesioner tersebut, sistem aplikasi 

ELSIMIL akan melakukan skrining secara otomatis untuk menentukan 

apakah kuesioner calon pengantin mendapat hasil ideal (hijau) atau hasil 

berisiko (merah) yang berarti ada variable yang nilainya tidak sesuai 

standar normal, sehingga jika tidak dilakukan perbaikan kualitas kesehatan 

maka calon pengantin berisiko melahirkan bayi stunting. Jika menjelang 

pernikahan masih ada variable yang mendapat hasil berisiko (merah) 

walau sudah dilakukannya perbaikan, maka Tim Pendamping Keluarga 

(TPK) akan menyarankan calon pengantin untuk sementara waktu 

menunda program kehamilannya.15 

 

Gambar 3.2 

Hasil Kuesioner dan Edukasi Aplikasi ELSIMIL 

 

 
15 Ibid., 21. 
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Selain mengetahui hasil kuesioner, calon pengantin dapat 

mengunduh dan mencetak sertifikat ELSIMIL di aplikasi yang nantinya 

akan digunakan sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA atau Dukcapil. 

Petugas KUA/Dukcapil juga bisa melihat hasil kuesioner melalui Profile 

ID atau QR Code dari akun aplikasi ELSIMIL calon pengantin. 

 

 

Gambar 3.3 

Contoh Sertifikat ELSIMIL 

 

Pelampiran sertifikat ELSIMIL digunakan sebagai bukti bahwa 

calon pengantin telah melakukan skrining kesehatan dan kondisi 

kesehatannya dapat diketahui oleh pihak KUA/Dukcapil. Hal ini untuk 

memudahkan dalam pelayanan administrasi pendaftaran nikah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.16 

 

 
16 Damanik, Modul Aplikasi ELSIMIL, 23. 
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Gambar 3.4 

Alur Bisnis dari Aplikasi ELSIMIL 

 

B. Pemberlakuan Sertifikat ELSIMIL sebagai Syarat Pernikahan di KUA 

Kecamatan Lembeyan 

1. Dasar Hukum dan Alasan Sertifikasi ELSIMIL 

Perkawinan merupakan akad suci yang melahirkan hak dan 

kewajiban bagi suami isteri dalam menjalankan ibadah untuk mentaati 

perintah Allah Swt dan Rasulullah Saw. Menurut Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Pasal 2, “Perkawinan sah adalah perkawinan yang dicatat 

oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatat Nikah (Kantor Urusan 

Agama)”.17 

Berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, KUA berfungsi 

sebagai pelaksana dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pencatatan, 

serta pelaporan nikah dan rujuk. Hal ini sepadan dengan misi dan program 

 
17  Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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kerja KUA Kecamatan Lembeyan dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

di bidang perkawinan.18 

Pelayanan KUA Kecamatan Lembeyan dalam melakukan 

pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam adalah 

upaya dari menjaga keabsahan perkawinan. Untuk mendapatkan 

pengakuan hukum, calon pengantin terlebih dahulu harus memenuhi 

berbagai persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Ketika 

persyaratan administrasi tersebut lengkap dan terpenuhi, maka akad nikah 

dapat dicatat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Salah satu dari 

persyaratan administrasi pendaftaran nikah yang harus dilengkapi adalah 

sertifikat ELSIMIL. 

 

Gambar 3.5 

Persyaratan Nikah di KUA Kecamatan Lembeyan 

 
18 Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan, 11 Oktober 2021. 
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Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa untuk 

mendapatkan sertifikat ELSIMIL calon pengantin harus melakukan 

pemeriksaan kesehatan minimal tiga bulan sebelum pelaksanaan 

pernikahan di fasilitas kesehatan, lalu mengunduh aplikasi ELSIMIL. 

Aplikasi ELSIMIL merupakan program baru yang diluncurkan oleh 

BKKBN berupa alat skrining kesehatan untuk mitigasi risiko melahirkan 

bayi stunting. Hasil skrining dari aplikasi tersebut dinamakan dengan 

sertifikat ELSIMIL yang nantinya akan digunakan sebagai syarat 

pendaftaran nikah di KUA. 

BKKBN melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian 

Agama di Tingkat Provinsi Jawa Timur dengan dibuktikan Perjanjian 

Kerjasama Nomor 15951/HK.03.01/J5/2021 dan Nomor 

5314/Kw.13.1.3/12/2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi 

Calon Pengantin dalam Rangka Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga serta Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan perjanjian 

kerjasama tersebut, Bupati Kabupaten Magetan menindaklanjuti dengan 

mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500/1010/403.108/2023 tentang 

 Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin poin i yang 

menegaskan bahwa “setiap pasangan calon pengantin harus melakukan 

pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum menikah di puskesmas dan 

mendaftarkan pada aplikasi ELSIMIL”.19 

 
19 Surat Edaran Bupati Kabupaten Magetan Nomor 1010 Tahun 2023 tentang Pelayanan 

Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin. 
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Menanggapi intruksi Bupati Kabupaten Magetan tersebut, 

Kementerian Agama Kabupaten Magetan sebagai instansi vertikal 

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menjadikan sertifikat ELSIMIL 

sebagai syarat pernikahan di seluruh KUA Kabupaten Magetan. Hal ini 

sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Yuli Setiyono 

Penghulu KUA Kecamatan Lembeyan yang menyatakan:  

Dalam pertemuan itu, Kementerian Agama Kabupaten Magetan 

menghimbau kepada seluruh Kepala KUA untuk melakukan 

pemberlakuan sertifikat ELSIMIL yang diterbitkan dari Aplikasi 

ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA. Sertifikat 

ELSIMIL merupakan hasil skrining kesehatan calon pengantin 

dalam mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan 

dilahirkan, apakah berisiko stunting atau tidak. Hal ini sebagai 

bentuk implementasi dari pelaksanaan perjanjian kerjasama antara 

BKKBN dan Kementerian Agama dalam upaya percepatan 

penurunan stunting di Provinsi Jawa Timur. Pemberlakuan ini 

secara serentak dilakukan mulai pertengahan tahun 2023 di seluruh 

KUA Kabupaten Magetan.20 

 

Pernyataan di atas juga didukung dari keterangan Ibu Kusrini 

Handayani Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan yang 

menyatakan; “dasar hukum pemberlakuan aplikasi ELSIMIL untuk 

mendapatkan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA 

juga berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Penurunan Stunting”.21 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Penurunan Stunting Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi “Dalam 

rangka percepatan penurunan stunting, ditetapkan strategi nasional 

 
20 Yuli Setiyono, Hasil Wawancara, Magetan, 16 November 2023. 
21 Kusrini Handayani, Hasil Wawancara, Magetan, 5 Maret 2024. 
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percepatan penurunan stunting”.22 Dalam Pasal 2 Ayat 2 juga disebutkan 

strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud 

pada Ayat 1 bertujuan untuk: 

a. Menurunkan prevalensi stunting; 

b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; 

c. Menjamin pemenuhan asupan gizi; 

d. Memperbaiki pola asuh; 

e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan 

f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.23 

Adapun target sasaran keluarga berisiko stunting, sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 3 bahwa pelaksanaan percepatan penurunan 

stunting dengan kelompok sasaran meliputi: 

a. Remaja; 

b. Calon pengantin; 

c. Ibu hamil; 

d. Ibu menyusui; dan 

e. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.24 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan 

Perjanjian Kerjasama antara BKKBN dan Kementerian Agama di Tingkat 

Provinsi Jawa Timur yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati 

Kabupaten Magetan, Balai Penyuluhan KB dan KUA Kecamatan 

 
22 Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan 

Penurunan Stunting. 
23 Ibid., Pasal 2 Ayat 2.  
24 Ibid., Pasal 3. 
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Lembeyan menegaskan bagi calon pengantin untuk melakukan skrining 

kesehatan dengan menunjukkan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat 

pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Lembeyan. Bapak Yuli Setyono 

menyatakan: 

Sebenarnya pemerintahan desa/petugas Tim Pendamping Keluarga 

(TPK) setempat telah mengarahkan calon pengantin segera 

melakukan skrining kesehatan di aplikasi ELSIMIL untuk 

mendapatkan sertifikat ELSIMIL sebelum melanjutkan pendaftaran 

nikah di KUA. Hal ini meminimalisir jumlah calon pengantin yang 

belum memiliki sertifikat ELSIMIL, karena sifatnya wajib sebagai 

syarat administrasi pendaftaran nikah di KUA Kecamatan 

Lembeyan.25 

 

Sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA 

Kecamatan Lembeyan bersifat wajib tapi tidak mengikat, maksudnya 

adalah ketika ada calon pengantin yang sertifikat ELSIMIL-nya 

menunjukkan berisiko stunting, maka pernikahannya tetap bisa 

dilaksanakan karena tidak ada implikasi yang mampu menjadi penghalang 

dilaksanakannya pernikahan tersebut. Hal ini sejalan dengan keterangan 

yang disampaikan oleh Ibu Nur Zekiyah Pegawai Administrasi KUA 

Kecamatan Lembeyan yang menyatakan: 

Jika sertifikat ELSIMIL menunjukkan berisiko stunting, calon 

pengantin akan disarankan untuk menunda kehamilan dahulu atau 

mengkonsumsi asupan-asupan tambahan untuk memperbaiki 

kondisi tubuhnya. Jadi, tidak ada larangan untuk menikah. KUA 

Lembeyan hanya melaksanakan fungsi verifikasi administrasi 

dengan menjadikan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran 

nikah di KUA.26 

 

 
25 Yuli Setiyono, Hasil Wawancara, Magetan, 16 November 2023. 
26 Nur Zekiyah, Hasil Wawancara, Magetan, 5 Maret 2024. 
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KUA Kecamatan Lembeyan hanya bertugas memverifikasi 

sertifikat ELSIMIL sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk mengetahui bahwa calon 

pengantin telah melakukan skrining kesehatan agar kondisinya mampu 

diketahui secara jelas. 

Alasan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat 

pendaftaran nikah karena KUA sebagai pelayanan masyarakat di bidang 

perkawinan, hal ini bentuk implementasi dari tugas dan fungsi KUA 

sebagaimana yang tertuang dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016. Salah satu 

program kerja KUA Kecamatan Lembeyan adalah memberikan pelayanan 

dan pengawasan bagi masyarakat dalam melakukan pencatatan 

perkawinan. Bapak Yuli Setiyono menyatakan; “KUA sebagai PPN yang 

bertugas melakukan pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, dan calon pengantin harus melengkapi persyaratan tersebut tanpa 

terkecuali, salah satunya wajib melampirkan sertifikat ELSIMIL ketika 

melakukan pendaftaran nikah di KUA”.27 

Adapun alasan lainnya adalah karena tingginya prevalensi stunting 

di Indonesia. Melansir databoks.katadata.co.id, berdasarkan hasil Survei 

Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 

prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6%. Provinsi Jawa Timur 

menduduki urutan ke-25 dengan prevalensi stunting sebesar 19,2%. Data 

tersebut menunjukkan bahwa prevalensi stunting khususnya di Provinsi 

 
27 Yuli Setiyono, Hasil Wawancara, Magetan, 16 November 2023. 
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Jawa Timur masih di atas batas ketentuan negara yang menargetkan 

prevalensi stunting sebesar 14% di tahun 2024.28 

Hal ini salah satunya terjadi di Kabupaten Magetan dengan 

prevalensi stunting sebesar 14,9%.29 Pada tingkat di bawahnya, Kecamatan 

Lembeyan memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi. Ibu Kusrini 

Handayani menyatakan; “pada tahun 2022 prevalensi stunting di 

Kecamatan Lembeyan sebesar 9,04%. Hal ini disebabkan karena pola asuh 

yang tidak tepat pada balita, bukan dari pola asuh orang tua yang sibuk 

bekerja melainkan karena balita dititipkan kepada orang lain, sehingga 

pemahaman pengasuh sangat kurang terkait pemenuhan gizi balita”.30 

Pernyataan di atas juga didukung dari keterangan Bapak Dedy 

Rustanto Pegawai Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan yang 

menyatakan; “masalah stunting terutama kekurangan gizi pada balita dapat 

menghambat perkembangan anak seperti kemampuan kognitif lebih 

rendah, rentan terhadap penyakit yang tidak menular, penurunan 

produktivitas, serta dapat meningkatkan angka kematian pada bayi dan 

anak”.31 

 
28 Cindy Mutia Annur, “Daftar Prevalensi Balita Stunting di Indonesia pada 2022, 

Provinsi Mana Teratas?”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-

balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas, (diakses pada tanggal 10 November 

2023). 
29 Cindy Mutia Annur, “Ini Rincian Angka Balita Stunting di Wilayah Jawa Timur pada 

2022, Kabupaten Jember Terbesar”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/ini-

rincian-angka-balita-stunting-di-wilayah-jawa-timur-pada-2022-kabupaten-jember-

terbesar#:~:text=Pada%202021%2C%20tercatat%20prevalensi%20balita,atas%20rata%2Drata%2

0angka%20provinsi, (diakses pada tanggal 13 Maret 2023). 
30 Kusrini Handayani, Hasil Wawancara, Magetan, 5 Maret 2024. 
31 Dedy Rustanto, Hasil Wawancara, Magetan, 5 Maret 2024. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/ini-rincian-angka-balita-stunting-di-wilayah-jawa-timur-pada-2022-kabupaten-jember-terbesar#:~:text=Pada%202021%2C%20tercatat%20prevalensi%20balita,atas%20rata%2Drata%20angka%20provinsi
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/ini-rincian-angka-balita-stunting-di-wilayah-jawa-timur-pada-2022-kabupaten-jember-terbesar#:~:text=Pada%202021%2C%20tercatat%20prevalensi%20balita,atas%20rata%2Drata%20angka%20provinsi
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/ini-rincian-angka-balita-stunting-di-wilayah-jawa-timur-pada-2022-kabupaten-jember-terbesar#:~:text=Pada%202021%2C%20tercatat%20prevalensi%20balita,atas%20rata%2Drata%20angka%20provinsi
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/ini-rincian-angka-balita-stunting-di-wilayah-jawa-timur-pada-2022-kabupaten-jember-terbesar#:~:text=Pada%202021%2C%20tercatat%20prevalensi%20balita,atas%20rata%2Drata%20angka%20provinsi
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Sejalan dengan masalah percepatan penurunan stunting, salah satu 

yang menjadi sasaran dalam implementasinya adalah calon pengantin 

(Perpres Pasal 3b No. 72 Thn. 2021).32 Hal ini dikarenakan pasangan calon 

suami atau isteri dalam usia yang efektif guna memperoleh keturunan yang 

sehat dengan mempersiapkan kondisi kesehatan sebelum melangsungkan 

pernikahan. Namun fakta yang terjadi di lapangan, kesadaran calon 

pengantin akan pentingnya mempersiapkan kesehatan sebelum menikah 

sangat kurang diperhatikan. Ibu Nur Zekiyah menyatakan: 

Kesalahan yang sering dilakukan oleh calon pengantin adalah 

melakukan diet ketat karena menginginkan fisik yang ideal ketika 

pelaksanaan pernikahan, dan tidak memikirkan kebutuhan nutrisi 

tubuh untuk mempersiapkan kesehatan reproduksi dalam 

melakukan hubungan seks dan program kehamilan setelah 

menikah. Tentunya akan mengakibatkan calon pengantin 

mengalami kekurangan gizi dan nutrisi, sehingga dapat 

meningkatkan risiko melahirkan bayi stunting.33 

 

Pernyataan di atas juga didukung dari keterangan Ibu Kusrini 

Handayani yang menyatakan: 

Status gizi bagi calon ibu hamil sangat mempengaruhi kondisi 

kesehatan dan perkembangan janin di dalam kandungannya. Hal ini 

disebabkan karena kondisi tubuh calon ibu hamil mengalami 

anemia dan kekurangan energi kronis (KEK), sehingga akan 

berakibat munculnya berbagai penyakit lain bagi calon bayi yang 

akan dilahirkan, bahkan stunting juga dapat terjadi sejak dalam 

kandungan.34 

 

Karena rendahnya tingkat kesadaran calon pengantin mengenai 

pentingnya mempersiapkan kesehatan sebelum menikah dapat berakibat 

melahirkan bayi stunting sehingga meningkatkan prevalensi stunting di 

 
32 Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan 

Stunting. 
33 Nur Zekiyah, Hasil Wawancara, Magetan, 16 November 2023. 
34 Kusrini Handayani, Hasil Wawancara, Magetan, 5 Maret 2024. 
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Indonesia, serta menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan 

generasi selanjutnya. Hal ini juga menjadi alasan pemberlakuan sertifikat 

ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA. 

2. Tujuan Sertifikasi ELSIMIL 

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.35 Ikatan lahir batin dalam hubungan suami dan isteri harus 

didasari dengan niat ikhlas dan semata-mata mengharap rid}a Allah Swt, 

agar dalam menjalankan hak dan kewajiban keduanya menjadi ibadah 

serta dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. 

Tujuan melampirkan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat 

pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Lembeyan adalah untuk 

melengkapi syarat-syarat administrasi dalam pencatatan perkawinan guna 

menentukan keabsahan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Hal ini dilakukan agar calon suami isteri dapat mencapai tujuan 

dari pernikahan, yaitu saki>nah mawaddah wa rahmah. 

Selain itu, sertifikat ELSIMIL berfungsi untuk mengetahui kondisi 

kesehatan calon pasangan suami dan isteri. Hal ini penting dilakukan 

karena keduanya bermaksud melangsungkan pernikahan dan berkeinginan 

memiliki keturunan yang sehat agar terwujudnya keluarga yang bahagia 

dan sejahtera. Ibu Nur Zekiyah menyatakan; “sertifikat ELSIMIL 

 
35 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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menerangkan kondisi kesehatan calon pengantin, baik dari kesehatan fisik 

dan reproduksi, serta kesiapan menikah dan kehamilan agar dapat 

melahirkan keturunan yang sehat”.36 

Sertifikat ELSIMIL juga sebagai panduan bagi Tim Pendamping 

Keluarga (TPK) dalam memberikan pendampingan dan pengawasan 

terhadap keluarga berisiko stunting. Bapak Dedy Rustanto menyatakan; 

“petugas TPK akan segera menindaklanjuti kondisi calon pengantin atau 

pasangan suami isteri dengan memberikan pelayanan, penyuluhan, dan 

intervensi berupa pemberian multivitamin atau suplemen yang disesuaikan 

dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat membantu dalam persiapan 

kehamilan”.37 

Tugas Tim Pendamping Keluarga (TPK) juga bersifat 

berkelanjutan bagi keluarga berisiko stunting mulai dari calon pengantin, 

Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui, ibu pasca 

persalinan, hingga anak berusia 0-59 bulan. Bapak Dedy Rustanto 

menyatakan; “petugas TPK akan memonitoring keluarga berisiko stunting 

dengan mengawasi pertumbuhan dan perkembangan mereka secara 

berkala, sehingga kesehatannya dapat terjamin dengan baik serta terhindar 

dari stunting dan penyakit menular lainnya”.38 

Pernyataan di atas juga didukung dari keterangan Ibu Nur Zekiyah 

yang menyatakan: 

 
36 Nur Zekiyah, Hasil Wawancara, Magetan, 5 Maret 2024. 
37 Dedy Rustanto, Hasil Wawancara, Magetan, 5 Maret 2024. 
38 Ibid. 



63 
 

Pihak KUA juga akan melakukan pendampingan bagi calon 

pengantin yang terindikasi stunting pada kegiatan bimbingan 

perkawinan yang dilakukan di KUA sebelum melangsungkan 

pernikahan. Tujuannya, agar pencegahan stunting dapat ditekan 

sejak dini dan meningkatkan pemahaman bagi calon pengantin 

mengenai pentingnya mempersiapkan kesehatan fisik dan 

reproduksi sebelum menikah”.39 

 

Dengan adanya sertifikat ELSIMIL ini sebagai pijakan awal dalam 

memonitoring kondisi kesehatan calon pengantin sejak dini untuk 

mempersiapkan pernikahan dan kehamilan. Apabila ditemukan kondisi 

calon pengantin belum memenuhi standar kesehatan, maka dapat segera 

dilakukannya proses intervensi dalam bentuk pendampingan sesuai dengan 

kebutuhan calon pengantin oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). 

Kerjasama dalam pemberlakuan sertifikat ELSIMIL antara Balai 

Penyuluhan KB dengan KUA di Kecamatan Lembeyan dalam upaya 

percepatan penurunan stunting di Kabupaten Magetan mendatangkan 

keberhasilan, prevalensi stunting di Kecamatan Lembeyan pada tahun 

2023 mengalami penurunan. Ibu Kusrini Handayani menyatakan; 

“prevalensi stunting di Kecamatan Lembeyan pada tahun 2023 mengalami 

penurunan menjadi 8,3%. Hal ini bisa membantu pemerintah dalam 

mencapai target 14% pada tahun 2024 dan mewujudkan generasi emas 

pada tahun 2045”.40 

Pemberlakuan sertifikat ELSIMIL ini menjadi kebijakan baru yang 

harus ditaati oleh calon pengantin ketika akan melakukan pendaftarn nikah 

di KUA Kecamatan Lembeyan. Hal ini salah satu strategi dalam upaya 

 
39 Nur Zekiyah, Hasil Wawancara, Magetan, 5 Maret 2024. 
40 Kusrini Handayani, Hasil Wawancara, Magetan, 5 Maret 2024. 
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percepatan penurunan stunting nasional, agar pertumbuhan dan 

perkembangan generasi selanjutnya dapat menciptakan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang unggul di masa mendatang terutama di Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan. 
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BAB IV 

ANALISIS MAS}LAH}AH TERHADAP PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT 

ELSIMIL DI KUA KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN 

 

A. Tinjauan Mas}lah}ah terhadap Dasar Hukum dan Alasan Pemberlakuan 

Sertifikat ELSIMIL sebagai Syarat Pernikahan di KUA Kecamatan 

Lembeyan 

Ikatan perkawinan merupakan pembentukan keluarga bahagia yang 

dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan dengan penuh rasa cinta kasih 

sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam pelaksanaan perkawinan, 

dibutuhkan peraturan hukum yang mengaturnya agar hak, kewajiban, dan 

tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dapat dilaksanakan dengan 

baik. Perkawinan juga harus tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana 

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

KUA Kecamatan Lembeyan memiliki tugas dan fungsi dalam 

memberikan pelayanan pencatatan perkawinan sebagaimana yang tertuang 

dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016. Pencatatan perkawinan adalah hak 

esensial bagi sebuah keluarga dari pemerintah untuk memberikan 

perlindungan hukum kepada isteri maupun anaknya dalam mendapatkan hak 

asuh, hak waris, dan lain-lainnya. Untuk mendapatkan pengakuan hukum, 

calon pengantin terlebih dahulu harus melengkapi syarat-syarat administrasi 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah harus 
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melampirkan sertifikat ELSIMIL ketika melakukan pendaftaran nikah di 

KUA. 

Sebagaimana yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, sertifikat 

ELSIMIL merupakan hasil skrining kesehatan dari aplikasi ELSIMIL yang 

diluncurkan oleh BKKBN dalam mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi 

yang akan dilahirkan dengan melihat kondisi calon pengantin untuk mitigasi 

risiko melahirkan bayi stunting. BKKBN melakukan perjanjian kerjasama 

dengan Kementerian Agama di Tingkat Provinsi Jawa Timur yang 

ditindaklanjuti oleh Bupati Kabupaten Magetan dengan mengeluarkan edaran 

yang menegaskan bahwa setiap calon pengantin harus melakukan 

pemeriksaan kesehatan dan melakukan registrasi akun di aplikasi ELSIMIL 

sebelum menikah. Usaha yang dilakukan oleh KUA adalah melakukan 

pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA. 

Al-Qur’an dan Sunnah tidak mengatur terkait sertifikat ELSIMIL 

sebagai salah satu persyaratan nikah di KUA, dan tidak ada dalil-dalil yang 

membenarkan atau melarangnya. Penggunaan metode qiya>s juga sulit 

dilaksanakan karena tidak adanya padanan dalam Al-Qur’an, Sunnah, atau 

ijma>’. Maka dari itu penggunaan metode mas}lah}ah kiranya tepat digunakan 

untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu ulama us}u>l fiqh yakni Ima>m 

Al-Ghaza>li> menjelaskan bahwa untuk menegakkan tujuan shara’ dalam 
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menetapkan hukum, mas}lah}ah pada dasarnya adalah sesuatu yang membawa 

kemanfaatan dan menolak kemud}aratan.1 

Pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di 

KUA menjadi salah satu sarana agar para calon pengantin dapat memahami 

bagaimana kondisi kesehatannya, sehingga mampu memutuskan langkah 

selanjutnya sesudah menikah terutama dalam upaya memperoleh keturunan. 

Tujuan utama dari pernikahan adalah memiliki keturunan yang baik dan sehat 

(h}ifz} al-nasl), untuk itu mempersiapkan kesehatan fisik dan psikis harus 

dilakukan oleh calon pengantin (h}ifz} al-nafs). Hal ini sesuai dengan maksud 

dan tujuan shara’ yang terkandung di dalam maqa>s}id al-shari>’ah. 

Berdasarkan tingkatan kekuatan mas}lah}ah, pemberlakuan sertifikat 

ELSIMIL di KUA termasuk bagian dari mas}lah}ah al-h}a>jiyah karena 

kemaslahatan ini dibutuhkan untuk memberikan kemudahan bagi manusia. 

Dengan adanya ketentuan tersebut dapat membantu calon pengantin dalam 

mempersiapkan kesehatan reproduksi sebelum menikah dan membantu 

perencanaan program kehamilan agar terwujudnya memiliki keturunan yang 

sehat dan keluarga bahagia.  

Perjanjian kerjasama antara BKKBN dan Kementerian Agama yang 

diteruskan kepada KUA untuk melakukan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL 

sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah merupakan kebijakan baru yang 

harus ditaati oleh calon pengantin dalam upaya percepatan penurunan 

stunting nasional. Pemberlakuan sertifikat ELSIMIL ini berdasarkan 

 
1 Abu> H}a>mid Muhammad bin Muhammad Al-Ghaza>li>, Al-Mustas}fa> min ‘Ilmi Al-Us}u>l 

(Beiru>t: Da>r Al Kutub Al ‘Ilmiyah, 1980), 286. 
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pengakuan shara’ termasuk bagian dari mas{lah}ah mursalah karena tidak 

adanya nas{s} yang menerima atau menolak kemaslahatan tersebut. 

KUA hanya bertugas memverifikasi sertifikat ELSIMIL sebagai 

syarat pendaftaran nikah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk 

menentukan keabsahan perkawinan bagi calon pengantin. Berdasarkan 

tingkat kandungannya termasuk bagian dari mas}lah}ah al-kha>s}s}ah karena 

kemaslahatan ini berkaitan dengan kepentingan orang-orang tertentu dan 

bersifat khusus, yakni calon pengantin yang akan melakukan pendaftaran 

nikah di KUA. 

Pemberlakuan sertifikat ELSIMIL di KUA merupakan bentuk strategi 

pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia, 

berdasarkan tingkat perubahannya termasuk bagian dari mas}lah}ah al-

mutaghay>irah karena kemaslahatan ini dapat berubah berdasarkan dengan 

perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Dengan ini belum tentu di 

daerah lainnya juga akan melakukan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL 

sebagaimana yang telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Lembeyan, karena 

adanya perbedaan kebutuhan di masing-masing daerah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dasar hukum pemberlakuan 

sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA termasuk dalam 

mas}lah}ah mursalah karena tidak ada dalil yang mengakui keberadaannya. 

Kemaslahatan ini dianggap baik oleh akal dan tidak ditolak oleh shara’. Akan 

tetapi, kemaslahatan ini tidak dapat menjadi dasar dalam menetapkan hukum 



69 
 

Islam, melainkan hanya sebagai penemuan hukum pada penyelesaian kasus 

yang terjadi dengan mempertimbangkan kemaslahatannya bagi manusia. 

Alasan pertama dari pemberlakan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat 

pendaftaran nikah karena KUA sebagai lembaga yang menangani masalah di 

bidang perkawinan bagi orang yang beragama Islam. Hal ini bentuk 

implementasi dari tugas dan fungsi KUA sebagaimana yang tertuang dalam 

PMA Nomor 34 Tahun 2016. Salah satu program kerja KUA Kecamatan 

Lembeyan adalah memberikan pelayanan dan pengawasan bagi masyarakat 

dalam melakukan pencatatan perkawinan, dengan tujuan untuk mendapatkan 

pengakuan hukum dalam menjamin hak-hak dari berbagai pihak. Maka 

tercapailah apa yang diinginkan oleh shara’, yaitu mendatangkan 

kemaslahatan dan menghindarkan kemud}aratan. 

Pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan baik dari hukum Islam maupun hukum 

positif, dengan ini mengharuskan calon pengantin untuk memenuhinya agar 

dalam menentukan keabsahan perkawinan mampu tercapainya tujuan dari 

perkawinan, yaitu saki>nah mawaddah wa rahmah.  Pencatatan perkawinan ini 

sejalan dengan tujuan shara’ untuk melindungi ajaran-ajaran agama Islam 

dalam menjalankan ibadah bagi suami dan isteri (h}ifz} al-di>n), dan 

memberikan ketentraman psikologis dalam memikirkan dan menyelesaikan 

persoalan-persoalan rumah tangga yang akan dihadapi (h}ifz} al-nafs). 

KUA sebagai lembaga pencatatan perkawinan memiliki peran penting 

dalam pelayanan publik yang keberadaannya sangat dibutuhkan di 
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masyarakat, berdasarkan tingkat kekuatannya termasuk bagian dari mas}lah}ah 

al-h}a>jiyah karena kemaslahatan ini dibutuhkan untuk memberikan pengakuan 

hukum dengan diterbitkannya akta nikah guna membuktikan bahwa status 

perkawinannya adalah sah baik secara hukum Islam maupun hukum positif, 

dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang harus dipenuhi 

untuk melindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Alasan kedua dari pemberlakuan sertifikat ELSIMIL di KUA adalah 

karena tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei 

Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan bahwa prevalensi 

stunting di Indonesia pada tahun 2022 berhasil ditekan menjadi 21,6% dari 

24,4% pada tahun 2021. Namun, angka ini masih lebih tinggi dari toleransi 

maksimal stunting yang ditetapkan oleh WHO yaitu harus di angka kurang 

20%. Untuk melakukan percepatan penurunan prevalensi stunting, Presiden 

Republik Indonesia telah mencanangkan target optimis menjadi 14% pada 

tahun 2024.2 

Permasalahan stunting menjadi sangat kompleks karena disebabkan 

oleh berbagai faktor, terutama rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap 

gejala atau ciri-ciri stunting dan cara pencegahannya. Orang cenderung 

mengetahui stunting tapi tidak dengan dampak buruknya, sehingga 

perawakan pendek pada anak sering dianggap normal padahal dapat 

 
2 Sekretariat Wakil Presiden, https://stunting.go.id/hasil-perhitungan-ikps-nasional-dan-

provinsi-tahun-2022/, (diakses pada tanggal 13 Maret 2024). 

https://stunting.go.id/hasil-perhitungan-ikps-nasional-dan-provinsi-tahun-2022/
https://stunting.go.id/hasil-perhitungan-ikps-nasional-dan-provinsi-tahun-2022/
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menghambat proses tumbuh kembangnya.3 Apabila melihat kemaslahatan 

dari permasalahan stunting yang perlu adanya pencegahan yang optimal, 

maka kaidah fiqh yang sesuai dari bentuk kemaslahatannya adalah: 

 

Artinya: “kemud}aratan (bahaya) itu wajib dihilangkan”.4 

Berdasarkan kaidah fiqh di atas, hukum wajib memiliki makna 

mengharuskan untuk mencegah timbulnya segala kemud}aratan yang akan 

terjadi (preventif), dan mengharuskan untuk menghilangkan kemud}aratan 

setelah terjadi (represif).5 Pencegahan (preventif) stunting yang dilakukan 

oleh calon pengantin sejak dini melalui sertifikat ELSIMIL di KUA 

merupakan salah satu upaya pemeliharaan keturunan (h}ifz} al-nasl) yang 

sangat perlu diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan. Calon 

pengantin melakukan skrining kesehatan di aplikasi ELSIMIL untuk 

mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan untuk 

mitigasi risiko melahirkan bayi stunting. 

Stunting dapat terjadi sejak dalam kandungan, untuk itu diperlukan 

adanya strategi baru dalam upaya pencegahan stunting. Berdasarkan tingkat 

kekuatannya termasuk bagian dari mas}lah}ah al-h}a>jiyah karena kemaslahatan 

ini dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan. Dengan adanya 

 
3 Hreeloita Dharma Shanti, "HCC: Masyarakat Tahu Stunting tapi Tidak dengan Dampak 

Buruknya", HCC: Masyarakat tahu stunting tapi tidak dengan dampak buruknya - ANTARA 

News, (diakses pada tanggal 25 Maret 2024). 
4 Wildan Jauhari, Kaidah Fiqh: Ad}-D}araru Yuzal (Jakarta Selatan: Rumah Fikih 

Publishing, 2018), 6. 
5 Ibid. 

https://www.antaranews.com/berita/3301719/hcc-masyarakat-tahu-stunting-tapi-tidak-dengan-dampak-buruknya
https://www.antaranews.com/berita/3301719/hcc-masyarakat-tahu-stunting-tapi-tidak-dengan-dampak-buruknya
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pemberlakuan sertifikat ELSIMIL di KUA menjadi salah satu upaya dalam 

menghindarkan kemud}aratan atas tingginya prevalensi stunting yang terjadi. 

Apabila tidak ada strategi dalam penanganan permasalahan tersebut, tentunya 

dapat menghambat proses tumbuh kembang pada anak sehingga 

menyebabkan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di masa mendatang. 

Dan alasan ketiga dari pemberlakuan sertifikat ELSIMIL di KUA 

adalah karena rendahnya kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya 

mempersiapkan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan, hal ini 

bentuk pemeliharaan jiwa (h}ifz} al-nafs) yang harus dilakukan karena 

pasangan calon suami atau isteri dalam usia yang efektif guna memperoleh 

keturunan yang sehat. 

Dengan mempersiapkan kesehatan yang baik sebelum menikah 

diharapkan dapat mengurangi melahirkan bayi stunting, berdasarkan tingkat 

kekuatannya termasuk bagian dari mas}lah}ah al-h}a>jiyah karena kemaslahatan 

ini dibutuhkan oleh manusia untuk memberikan kemudahan dalam 

mempersiapkan kesehatan fisik dan psikis sebelum menikah dan kehamilan 

setelah menikah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka alasan-alasan pemberlakuan 

sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan 

Lembeyan sesuai dengan prinsip mas}lah}ah dengan tujuan shara’ untuk 

mewujudkan kemaslahatan manusia yang bersifat pasti dan rasional. Hukum 

yang ditetapkan melalui mas}lah}ah tersebut benar-benar menghasilkan 

kemanfaatan dan menolak kesulitan, serta mengandung kepentingan publik. 
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B. Tinjauan Mas}lah}ah terhadap Tujuan Pemberlakuan Sertifikat ELSIMIL 

sebagai Syarat Pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan 

Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan 

keberkahan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Allah Swt 

mensyariatkan hukumnya tidak dengan tanpa tujuan atau secara sia-sia, 

melainkan aturan-aturan yang ada dalam Islam selalu ditujukan untuk 

mencapai tujuan shara’ yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana dengan 

tujuan dari perkawinan, yaitu saki>nah mawaddah wa rahmah. Adanya ikatan 

perkawinan tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan 

isteri untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. 

Pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat administrasi 

pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Lembeyan menjadi kebijakan baru 

yang harus ditaati oleh calon pengantin. Hal ini bertujuan untuk mencegah 

stunting sejak dini dengan sasaran utamanya adalah calon pengantin 

sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 

tentang Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan peraturan tersebut, 

BKKBN melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agama yang 

diteruskan kepada KUA untuk melakukan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL 

sebagai salah satu persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh calon 

pengantin. 
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Dengan adanya pemberlakuan ini, manfaat dari sertifikat ELSIMIL 

sebagaimana yang telah dipaparkan di bab 3, yaitu: 

1. Sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku di KUA Kecamatan Lembeyan. 

2. Sebagai hasil skrining kesehatan yang menjelaskan kondisi kesehatan 

calon pengantin di Kecamatan Lembeyan. 

3. Sebagai panduan bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam 

memonitoring kondisi kesehatan keluarga berisiko stunting di Kecamatan 

Lembeyan. 

4. Sebagai upaya dalam melaksanakan strategi nasional untuk percepatan 

penurunan stunting di Indonesia dengan mencapai target 14% pada tahun 

2024 dan mewujudkan generasi emas pada tahun 2045 terutama di 

Kecamatan Lembeyan. 

Menurut Al-Ghaza>li> dasar dari mas}lah}ah adalah sesuatu yang 

mendatangkan keuntungan dan menghindarkan kerugian,6 namun hakikat dari 

mas}lah}ah adalah: 

Artinya: Memelihara tujuan shara’ dalam menetapkan hukum.7 

Tujuan shara’ untuk menetapkan hukum Islam terkandung dalam al-

d}aru>riyah al-khamsah yang meliputi memelihara agama (h}ifz} al-di>n), 

memelihara jiwa (h}ifz} al-nafs), memelihara akal (h}ifz} al-‘aql), memelihara 

 
6 Al-Ghaza>li>, Al-Mustas}fa> min ‘Ilmi Al-Us}u>l, 286. 
7 Ibid., 251. 
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keturunan (h}ifz} al-nasl), dan memelihara harta (h}ifz} al-ma>l). Hal ini akan 

menentukan tingkat keberadaan mas}lah}ah pada kebutuhan al-d}aru>riyah, al-

h}a>jiyah, dan al-tah{si>niyah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

yang terjadi, dengan tujuan untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat bagi 

kehidupan manusia.8 

Dengan adanya pemberlakuan sertifikat ELSIMIL di KUA telah 

membantu calon pengantin dalam pemeliharaan jiwa (h}ifz} al-nafs) dan 

pemeliharaan keturunan (h}ifz} al-nasl) sebagaimana yang diperintahkan oleh 

agama. Berdasarkan tingkat kekuatan mas}lah}ah tujuan melakukan sertifikasi 

ELSIMIL termasuk bagian dari mas}lah}ah al-h}a>jiyah karena kemaslahatan ini 

dibutuhkan oleh manusia untuk menghindarkan kemud}aratan dalam 

pencegahan stunting sejak dini yang dilakukan oleh calon pengantin, serta 

untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin dan bayi yang akan 

dilahirkannya. 

Tujuan dari pemberlakuan sertifikat ELSIMIL berdasarkan pengakuan 

shara’ termasuk bagian dari mas{lah}ah mursalah karena tidak adanya nas}s} 

yang menerima maupun menolak kemaslahatan tersebut. Dalam 

pelaksanaannya, upaya pencegahan stunting ini dianggap baik oleh akal untuk 

dilakukan selama tidak bertentangan dengan shara’. 

Pemberlakuan ini hanya digunakan untuk pemenuhan syarat 

administrasi oleh calon pengantin yang akan melakukan pendaftaran nikah di 

KUA dan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin. Hal ini 

 
8 Mukhsin Nyak Umar, Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah: Kajian atas Relevansinya dengan 

Pembaharuan Hukum Islam (Banda Aceh: Turats, 2017), 155. 
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termasuk bagian dari mas}lah}ah al-kha>s}s}ah karena hanya berkaitan dengan 

kepentingan calon pengantin yang akan melakukan pendaftaran nikah di 

KUA. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan pemberlakuan sertifikat 

ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Lembeyan 

merupakan bentuk strategi dalam upaya percepatan penurunan stunting sejak 

dini, dengan mempersiapkan kesehatan bagi calon pengantin bentuk dari 

pemeliharaan jiwa (h}ifz} al-nafs) dan mitigasi risiko melahirkan bayi stunting 

bentuk dari pemeliharaan keturunan (h}ifz} al-nasl). Hal ini sejalan dengan 

tujuan shara’ yang terkandung dalam al-d}aru>riyah al-khamsah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan 

masalah dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan: 

1. Dasar hukum pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan 

di KUA sesuai dengan mas}lah}ah mursalah karena tidak ada dalil yang 

mengakuinya. Kemaslahatan ini termasuk mas}lah}ah al-h}a>jiyah karena 

implementasi dari tugas dan fungsi KUA. Sertifikat ELSIMIL digunakan 

untuk pendaftaran nikah di KUA termasuk mas}lah}ah al-kha>s}s}ah karena 

bersifat kepentingan tertentu, dan pelaksanaannya termasuk mas}lah}ah al-

mutaghay>irah karena berdasarkan kebutuhan di masing-masing daerah. 

Adapun alasan pemberlakuan ini karena KUA sebagai lembaga pencatatan 

perkawinan, tingginya prevalensi stunting di Indonesia, dan rendahnya 

kesadaran calon pengantin terhadap kesehatan sebelum menikah, hal ini 

termasuk mas}lah}ah al-h}a>jiyah karena kemaslahatan ini memberikan 

kemudahan dan menolak kesulitan. 

2. Tujuan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL di KUA sesuai dengan tujuan 

shara’, yaitu mengetahui kesehatan calon pengantin (h}ifz} al-nafs) dan 

memiliki keturunan yang sehat (h}ifz} al-nasl). Adapun upaya pencegahan 

stunting melalui sertifikat ELSIMIL bagian dari mas}lah}ah al-h}a>jiyah 

karena untuk menghindarkan dari kemud}aratan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti 

paparkan di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi KUA dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan agar lebih 

meningkatkan lagi dalam memberikan pelayanan bagi calon pengantin 

untuk memenuhi syarat-syarat pernikahan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku disertai dengan mempersiapkan kondisi kesehatan fisik dan psikis 

yang baik sebelum menikah. 

2. Bagi masyarakat terutama remaja dan calon pengantin agar lebih 

memahami pentingnya melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan mempersiapkan kesehatan sejak dini untuk 

mitigasi risiko melahirkan bayi stunting. 

3. Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan rujukan dan diperluas pembahasannya menggunakan teori yang 

lainnya, dengan tetap memperhatikan nilai edukatif terkhusus bagi 

peneliti sendiri dan pembaca. 
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